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ABSTRAK 

 

Salah satu anjuran syariat dalam membentuk keluarga sakinah 

ialah dengan adanya kafa’ah. Namun berkembangnya zaman, muncul 

dalam hal perpautan usia sebagai kriteria kafa’ah. Di Indonesia sendiri 

aturan tersebut tidak diatur, yang ada hanyalah batas usia menikah 

antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Beda halnya dengan Negara 

Yordania, mengatur bahwa antara suami dan isteri dilarang 

melangsungkan menikah yang jarak usianya terpaut melebihi 20 tahun 

kecuali setelah hakim mengkonfirmasi kerelaan dan kesediaan sang 

calon mempelai perempuan.  

Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimana 

pendapat dan landasan hukum jumhur ulama mengenai perpautan usia 

sebagai kriteria kafa’ah dalam perkawinan, kedua, bagaimana 

pendapat dan landasan hukum Undang-Undang Perkawinan atau 

Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah Yordania mengenai perpautan usia 

sebagai kriteria kafa’ah dengan komparasi Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia? 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun data primer dalam 

penelitian  adalah Undang-Undang Yordania No. 36 Tahun 2010 

tentang Perkawinan. Menggunakan teori maslahah mursalah dan sad 

az-zariah, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

berfikir deduktif kemudian penulis membuat analisis data dengan 

analisa kualitatif. 

Hasil penelitian ini ialah pertama, berdasarkan kajian pemikiran 

bagi para ulama‟ tidak ada ketentuan mengenai kafa‟ah rentang usia 

antara calon suami istri, bahkan mengenai usia perkawinan masih 

menjadi perdebatan para ulama karena tidak ada nash atau dalil yang 

secara konkrit menyebutkannya. Kedua, Pemerintah Yordania 

membuat regulasi perihal pelarangan perkawinan karena perbedaan 

usia terlampau lebih dari 20 tahun. Namun jika terdapat pelanggaran, 

harus dikroscek dari majelis hakim, bahwa kafa‟ah perihal usia 

perkawinan dapat dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan catatan 

dibatalkan dengan kerelaan dan kesediaan calon mempelai dan 

pernyataan kerelaan ini harus dilaksanakan di dalam majelis hakim 
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dan dituangkan dalam putusan hakim, demi menciptakan pasangan 

suami dan istri yang setara, sehingga diharapkan tidak adanya 

persoalan dalam rangka perwujudan tujuan perkawinan untuk menjadi 

keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Komparasi Peraturan 

kafa‟ah di Yordania dan di Indonesia bahwa Indonesia membutuhkan 

regulasi mengenai kafa‟ah pertautan usia, dalam rangka untuk 

menciptakan keluarga yang maslahah. Pencegahan perkawinan yang 

terlampau 20 tahun lebih sebagaimana Pasal 11 UU No. 36/2010, ini 

merupakan regulasi yang tepat karena dalam rangka upaya preventif 

demi menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 
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ABSTRACT 

 

One of the recommendations of the Shari'a in forming a sakinah 

family is the existence of kafa'ah. But the development of the times, 

appears in terms of age relationship as a criterion of kafa'ah. In 

Indonesia, these rules are not regulated, there is only a marriage age 

limit between men and women, which is 19 years. Unlike the State of 

Jordan, it stipulates that husbands and wives are prohibited from 

getting married whose age gap exceeds 20 years unless the judge 

confirms the willingness and willingness of the prospective bride. 

The problems in this study are first, what is the opinion and 

legal basis of the majority of scholars regarding age gap as a criterion 

for kafa'ah in marriage, second, what is the opinion and legal basis for 

the Jordanian Marriage Law or Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah 

regarding age gap as a criterion? kafa'ah with a comparison of the 

Marriage Law in Indonesia? 

This research is a type of library research. This research is 

analytical descriptive in nature, while the primary data in the research 

is the Jordanian Law No. 36 of 2010 concerning Marriage. Using the 

theory of maslahah mursalah and sad az-zariah, data analysis in this 

study used deductive thinking techniques and then the authors made 

data analysis using qualitative analysis. 

The results of this study are first, based on a study of thought 

for scholars, there is no provision regarding the kafa'ah age range 

between husband and wife, even the age of marriage is still being 

debated by scholars because there is no text or argument that 

concretely mentions it. Second, the Government of Jordan made 

regulations regarding the prohibition of marriage because the age 

difference is too much more than 20 years. However, if there is a 

violation, it must be checked from the panel of judges, that the kafa'ah 

regarding the age of marriage can be violated or not implemented with 

a note that it is canceled with the willingness and willingness of the 

prospective bride and groom and this statement of willingness must be 

carried out in the panel of judges and set forth in the judge's decision, 

in order to create equal husband and wife, so that it is hoped that there 

will be no problems in the context of realizing the goal of marriage to 
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become a sakinah, mawaddah and rahmah family. Comparison of 

kafa'ah regulations in Jordan and in Indonesia that Indonesia needs 

regulations regarding age-related kafa'ah, in order to create a maslahah 

family. Prevention of marriages that are over 20 years old as stated in 

Article 11 of Law no. 36/2010, this is the right regulation because it is 

within the framework of a preventive effort to gain benefits and avoid 

damage. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

latin dapat dilihat pada halaman berikut: 

 

Huruf 

arab 

Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik ث

di atas) 

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik ح

di atas) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S{ad S{ Es (dengan titik ص

di bawah) 

 D{ad D{ De (dengan titik ض

di bawah) 

 T{a T{ Te (dengan titik ط

di bawah) 
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 Z{a Z{ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 Ain „_ Apostrof„ ع

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah _‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, 

maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath{ah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 D{ammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I ن يَ 

 Fathah dan wau Au A dan U ن وَ 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

 Fathah dan alif ...َ ا|َ...َ ى

atau ya 

a> a dan garis di 

atas 

ى  ِ  Kasrah dan ya i> i dan garis di 

atas 

و  ِ  D{ammah dan 

wau 

u> u dan garis di 

atas 

4. Ta> marbu>t{ah 

Transliterasi untuk ta> marbu>t{ah ada dua, yaitu: ta> 

marbu>t{ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta> marbu>t{ah 

yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta> marbu>t{ah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta> marbu>t{ah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi 

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang 

diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّناَ  : rabbana>. Jika huruf  ى ber-

tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ى), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).  
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6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf alif lam ma’arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti seperti biasa, al-, baik ketika ia 

diikuti oleh hirif syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. 

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. 

kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Al-

Sunnah qabl al-tadwi>n, Al-Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi 

khus{u>s{ al-sabab 

9. Lafz{ al-Jala>lah  

Kata Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai 

ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
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(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa ma> Muh}ammadun illa> 

rasu>l, Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>, Abu>> Nas}r al-Fara>bi.>  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam kehidupan ini, Allah menciptakan segala makhluk 

secara berpasang-pasangan.
1
 Laki-laki berpasangan dengan 

perempuan. Secara biologis, manusia dianugerahi Tuhan dengan 

apa yang disebut sebagai orientasi seksual. Yaitu, kapasitas yang 

dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa 

sayang, dan hubungan seksual.
2
 Islam menganjurkan hubungan 

seksual dengan jalan perkawinan sebagai fitrah manusia
3
, baik 

laki-laki maupun perempuan, yang harus dikelola secara sehat 

dan dengan sebaik-baiknya. Seperti disebutkan di atas, seks 

merupakan anugerah Tuhan. Islam tidak menganjurkan selibat 

dan asketisme. Hasrat seksual harus dipenuhi sepanjang manusia 

membutuhkannya.
4
 

Dalam penyaluran hubungan seksual, Islam hanya 

mengabsahkannya melalui pintu pernikahan. Oleh itu Islam 

menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah memenuhi 

syarat. Tujuan pernikahan juga bukan hanya untuk menyalurkan 

hasrat biologis semata, tetapi juga ada tujuan lain yang lebih 

mulia, yaitu untuk menjaga regenerasi, memelihara gen manusia 

dan agar masing-masing pasangan suami isteri mendapatkan 

kesenangan jiwa, karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat 

                                                             
1 Dalam QS. al-Zariyat ayat 49 dijelaskan: 

               

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”  Mufassir, Mujahid menjelaskan, laki-laki berpasangan 
dengan perempuan, langit dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam, 

terang dengan gelap dan seterusnya. (Tafsir Al Qurthubi.) 
2 Husein Muhammad, Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan 

Hak-Hak Seksualitas, (Jakarta: BKKBN, 2011), h. 16 
3 Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah 

dalam Al-Qur‟an”, Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family 

Law, Vol. 2 No. 3, 2021, h. 38. 
4 Ibid., h. 31 
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tersalurkan.
5
 Sebagaimana yang dicita-citakan al-Qur‟an: menjadi 

keluarga yang sakinah (tenteram dan damai),  mawaddah (penuh 

dengan kasih sayang) dan yang rahmah (penuh dengan cinta 

kasih). Hal ini sebagaimana dipahami memalui firman Allah: 

                         

                        

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”. (Q.S. al-Ru>m: 21) 

 

Selain itu pernikahan adalah batu pertama dalam 

membangun sebuah keluarga. Islam memandang penting masalah 

keluarga dan menjadikan keluarga sebagai titik tolak dalam 

upaya membangun masyarakat yang berdaya.
6
 Oleh karenanya, 

pernikahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, 

ditegakkan di atas perjanjian yang agung, teguh dan kuat. Al-

Qur‟an menyebutnya dengan istilah mis|a>qan ghali>z{a>n.7  

Perjanjian dalam pernikahan disejajarkan Allah dengan perjanjian 

teguh lainnya yaitu perjanjian Allah dengan para rasulnya,
8
 dan 

perjanjian Allah dengan Bani Israil.
9
 Ini menandakan betapa 

pentingnya menjaga keharmonisan dalam sebuah pernikahan. 

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, Islam 

memerintahkan kepada setiap orang yang hendak menikah agar 

mengawali pernikahannya dengan proses dan tata cara yang baik 

                                                             
5 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al Syakhshiyyah, (Tt: Da>r al-Fikr al-

„Arabi, 1950), h. 17 
6 Ibid, h. 19 
7 Lihat al-Qur‟an Surah al-Nisa>‟: 21 
8 Lihat al-Qur‟an Surah al-Ahzab: 7 
9 Lihat al-Qur‟an Surah al-Nisa>‟: 154 
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dan sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah melalui 

pemilihan jodoh yang tepat.
10

 Salah satu pedoman upaya untuk 

pemilihan jodoh yang tepat adalah dengan adanya kafa‟ah. 

Seseorang yang akan menikah hendaklah teliti dalam 

memilih calon pasangan hidupnya yang sesuai dengan kriteria 

apa yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Seperti halnya 

dalam hadis tentang kriteria-kriteria dalam memilih calon 

pasangan hidup. 

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ َّٟ صٍََّٝ الله ع١ٍََْ ِٓ إٌَّجِ ُْٕٗ عَ َٟ الله رعََبٌٝ عَ ْٓ أثَِٝ ٘ش٠َُْشَحَ سَضِ عَ َٚ

شْأحَُ لِِسَْثعٍَ: ٌِ  َّ ٌْ ْٕىَحُ ا ٌذ٠ِِِْٕٙبَ, فبَظْفشَْ ثِزَادِ لبَي: )رُ َٚ بٌَِٙب,  َّ ٌغَِ َٚ ٌحَِغَجِٙبَ,  َٚ بٌِٙبَ,  َّ

جْعَخِ  عَ ثم١ََِّخِ اٌغَّ َِ  ِٗ زَّفكٌَ ع١ٍََْ ُِ ِٓ رشَِثذَْ ٠َذَانَ(  ٠ْ .اٌذِّ
ٔٔ

 

Artinya:”Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda 

“Perempuan dikawini karena empat hal, karena 

hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), 

karena kecantikannya, dan karena agamaannya. 

Pilihlah perempuan karenaagamannya, maka  kamu 

akan mendapat keberuntungan.” (Muttafaq „alaih 

bersama Imam tujuh)  

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa syari‟at memberikan 

kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup, yang mana 

dalam kriteria-kriteria tersebut diutamakan dalam urusan 

agamanya, karena agama bersifat kekal sedangkan kriteria-

kriteria lainnya hanya bersifat sementara. 

Jumhur ulama di dalamnya termasuk para empat imam 

mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi‟i 

dan Imam Hambali dengan jelas mengemukakan bahwa kafa‟ah 

atau kesepadanan adalah merupakan syarat lazim dalam 

pernikahan. Meski belum sampai ke taraf syarat sah pernikahan. 

Dan mereka memberi kriteria ukuran kesepadanan itu dalam 

                                                             
10 Fathonah K Daud, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, (Jakarta: Desanta 

Muliavisitama, 2020), h 1 
11  al-Ha>fiz Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Mara>m, (Mekah: Da>r al-

Ulu>m, 1478H), h. 201. 
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empat aspek, yakni sekufu dalam keagamaan, keturunan, 

kemerdekaan dan pekerjaan. Oleh hanafiyah dan hanabilah 

menambahkan satu aspek lagi, yaitu kekayaan. 

Sementara kesepadanan dari sudut lain, seperti 

kerupawanan, kedaerahan, pendidikan dan umur atau usia 

masing-masing kedua calon mempelai, menurut jumhur, tidak 

diperhitungkan dalam kriteria kafaah. Karenanya seorang yang 

rupawan sekufu dengan yang tidak rupawan, seorang yang tinggal 

di daerah A, misalnya, sekufu dengan seorang yang tinggal di 

daerah B, dan seorang yang tua renta sekufu dengan seorang yang 

masih muda. 

Berbeda halnya dengan  jumhur ulama, di negara Yordania, 

sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Hukum 

Perkawinannya, atau yang dikenal dengan istilah Qanun al-

Ahwal al-Syahshiyyah No. 36 Tahun 2010 pada Pasal 11 

menyebutkan:  

َْ وَ  ارَ إِ  حٍ أَ شَ ِْ إِ  ٍَٝ عَ  ذِ مْ عَ اٌْ  اءُ شَ عْ إِ  عُ َٕ ّْ ٠ُ   ْٓ ِِ  شَ ضَ وْ أَ ثِ  بَ٘ شُ جُ ىْ ٠َ  بَٙ جُ بطِ خَ  ب

 بَ٘ بسِ ١َ زِ اخْ َٚ  ببَ٘ ضَ سِ  ْٓ ِِ  ْٟ بضِ مَ اٌْ  كَ مَّ حَ زَ ٠َ  ْْ أَ  ذَ عْ ثَ  لَّّ اِ  خ  َٕ عَ  َٓ ٠ْ شِ شِ عَ 

Artinya:“Dilarang melangsungkan akad nikah bagi perempuan 

yang apabila laki-laki yang melamarnya memiliki 

rentang usia melebihi 20 tahun dari sang perempuan, 

kecuali setelah hakim mengkonfirmasi kerelaan dan 

kesediaan sang calon mempelai perempuan.”
12

 

 

Pada Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah Yordania lebih 

menitik-beratkan kriteria kafa‟ah pada perpautan usia antara 

pihak laki-laki dan perempuan,  sebagaimana yang ditegaskan 

dalam Pasal 11 undang-undang tersebut bahwa calon mempelai 

perempuan dan laki-laki harus sekufu dalam hal perpautan usia, 

yang jarak usianya tersebut ditetapkan tidak boleh melebihi 20 

                                                             
12 Basyar Al Maimun, “Al-Kafa‟ah fi „Aqd al-Zawaj Waqfan Li Qa>nun al-

Ahwal al-Sakhshiyyah al-Ardani,” Jurnal Ilmu Qanun wa al-Siyasah, Edisi Juni 2015 

h. 93 
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tahun. Sedangkan jumhur ulama memaklumi faktor usia ini, yang 

karenanya tidak termasuk dalam klasifikasi kafa‟ah.  

Di Indonesia sendiri aturan tentang perpautan usia antara 

calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, tidak diatur, 

yang ada hanyalah batas usia menikah antara pria dan wanita, 

yaitu 19 tahun.
13

 Bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) tidak ditemukan aturan perihal tersebut. Sehingga 

fenomena pernikahan dengan perpautan jarak usia, masih eksis 

hingga hari ini dalam masyarakat kita, dengan jarak umur yang 

bervariasi.  

Seperti, pernikahan Bora dan Ira yang terpaut usia 39 tahun
14

 

Daeng Peto menikahi Haswati dengan jarak usia 42 tahun.
15

 Badu 

dengan Nurjannah menikah, bahkan, dengan selisih usia yang 

lebih tinggi, yaitu 43 tahun.
16

 Di kalangan public figure juga, bisa 

dilihat pada pernikahan Ririn Dwi Aryanti menikah dengan Aldi 

Bragi dengan selisih usia 15 tahun,
17

 Ustadz Abdul Somad 

menikahi Fatimah dengan selisih usia 24 tahun,
18

 Inggrid Kansil 

memiliki jarak usia yang lebih jauh lagi, yaitu 27 tahun.
19

  

                                                             
13 Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
14 Muhammad Taifiqurrahman, Hermawan Mappiwali, “Viral Kakek 58 

Tahun Nikahi Gadis 19 Tahun di Sulsel, Kades: Suka Sama Suka”, Sumber Berita: 

DetikNews, dapat dilihat pada:https://news.detik.com/berita/d-5524638/viral-kakek-
58-tahun-nikahi-gadis-19-tahun-di sulsel-kades-suka-sama-suka diakses pada 23 

Desember 2021. 
15 Lola Lolita, ”6 Kisah Kakek Nikahi Remaja Ini Bukti Cinta Tak Pandang 

Usia”, Sumber Berita: Brilio.net, dapat dilihat pada: https://www.brilio.net/cinta/6-
kisah-kakek-nikahi-remaja-ini-bukti-cinta-tak-pandang-usia-190127t.html diakses 

pada 23 Desember 2021 
16 Ibid. 
17 Sapto Purnomo, “Selain Bunga Zainal, 5 Artis ini terpaut Usia Jauh dengan 

Suaminya”, Sumber Berita: Liputan6.com, upload 31 Juli 2019, dapat dilihat pada: 

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4026182/selain-bunga-zainal-5-artis-ini-

terpaut-usia-jauh-dengan-suaminya diakses pada 23 Desember 2021 
18 Tim Detikcom, “Melihat Lagi Akad Nikah Ustaz Abdul Somad dengan 

Dara 19 Tahun”, Sumber Berita: Detiknews, pada 20 Mei 2021, dapat dilihat pada : 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5576202/melihat-lagi-akad-nikah-ustaz-

abdul-somad-dengan-dara-usia-19-tahun diakses pada 23 Desember 2021 
19 Sari Kusuma Dewi, “5 Selebrita yang Beda Usia dengan Pasangannya 

Lebih dari 20 Tahun”, Sumber Berita: Kumparan.com, upload 4 Desember 2018, 

dapat dilihat pada: https://kumparan.com/kumparanhits/5-selebriti-yang-beda-usia-

https://news.detik.com/berita/d-5524638/viral-kakek-58-tahun-nikahi-gadis-19-tahun-di%20sulsel-kades-suka-sama-suka
https://news.detik.com/berita/d-5524638/viral-kakek-58-tahun-nikahi-gadis-19-tahun-di%20sulsel-kades-suka-sama-suka
https://www.brilio.net/cinta/6-kisah-kakek-nikahi-remaja-ini-bukti-cinta-tak-pandang-usia-190127t.html
https://www.brilio.net/cinta/6-kisah-kakek-nikahi-remaja-ini-bukti-cinta-tak-pandang-usia-190127t.html
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4026182/selain-bunga-zainal-5-artis-ini-terpaut-usia-jauh-dengan-suaminya
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4026182/selain-bunga-zainal-5-artis-ini-terpaut-usia-jauh-dengan-suaminya
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5576202/melihat-lagi-akad-nikah-ustaz-abdul-somad-dengan-dara-usia-19-tahun
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5576202/melihat-lagi-akad-nikah-ustaz-abdul-somad-dengan-dara-usia-19-tahun
https://kumparan.com/kumparanhits/5-selebriti-yang-beda-usia-dengan-pasangannya-lebih-dari-20-tahun-1543914567036808407
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Berdasarkan penjelasan di atas penulis termotivasi untuk 

membahas permasalahan tersebut melalui pendapat jumhur ulama 

dan Undang Undang Yordania yang kemudian merelevankan 

pada ketentuan perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

akan meneliti lebih lanjut mengenai “Perpautan Usia Sebagai 

Kriteria Kafa‟ah (Studi Analisis terhadap Undang-Undang 

Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 dan 

Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia).” 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Adanya pendapat ulama tentang kafa‟ah usia dalam 

perkawinan. 

b. Adanya Undang-Undang Yordania yaitu Undang Undang 

No. 36 Tahun 2010 yang mengatur tentang perpautan usia 

sebagai kriteria kafa‟ah dalam perkawinan dengan 

perpautan jarak antara laki-laki dan perempuan adalah 

tidak melebihi dari 20 tahun. 

c. Tidak adanya ketentuan di Indonesia yang mengatur 

tentang perpautan jarak antara laki-laki dan perempuan, 

namun yang diatur hanyalah batasan usia perkawinan laki-

laki dan perempuan. 

d. Masih maraknya ditemukan fenomena khususnya di 

Indonesia, pernikahan di mana usia antara suami dengan 

istri memiliki jarak yang terpaut jauh. 

e. Dengan adanya ketentuan perpautan usia pernikahan dalam 

Undang-Undang Perkawinan Yordania maka bagaimana 

komparasinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia. 

                                                                                                                                   
dengan-pasangannya-lebih-dari-20-tahun-1543914567036808407 diakses pada 23 

Desember 2021 

https://kumparan.com/kumparanhits/5-selebriti-yang-beda-usia-dengan-pasangannya-lebih-dari-20-tahun-1543914567036808407
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2. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah sebuah penelitian agar tidak keluar 

dari ruang lingkup pembahasan, penelitian ini dibatasi pada 

konten yang masuk dalam kategori perpautan usia sebagai 

kriteria kafa‟ah yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum 

Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010.  

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendapat dan landasan hukum jumhur ulama 

mengenai perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dalam 

perkawinan?  

2. Bagaimana pendapat dan landasan hukum Undang-Undang 

Perkawinan atau Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah Yordania 

mengenai perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dengan 

komparasi kafa‟ah dalam Undang Undang Perkawinan di 

Indonesia? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan 

tujuan penelitian ini dilakukan, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pendapat dan landasan hukum jumhur 

ulama mengenai perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dalam 

perkawinan. 

2.  Untuk mengetahui pendapat dan landasan hukum Undang-

Undang Perkawinan atau Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah 

Yordania mengenai perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah 

dengan komparasi kafa‟ah dalam Undang Undang 

Perkawinan di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini guna memberikan informasi kepada 

masyarakat secara umum terkait perpautan usia sebagai kriteria 
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kafa‟ah yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan 

Yordania No. 36 Tahun 2010. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum sebagai bahan referensi atau rujukan terkait 

masalah perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dalam  

melangsungkan perkawinan. adapun manfaat dari penelitian ini di 

antaranya: 

1. Secara Teoritis 

Adapun manfaat, teoritis dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan 

program studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana 

Universitas Islami Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penting dalam berfikir sebagai masukan ilmu pengetahuan 

dan literatur ilmiah hingga bisa digunakan sebagai kajian 

akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, 

khususnya mengenai perpautan usia sebagai kriteria 

kafa‟ah dalam melangsungkan perkawinan. 

2. Secara Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dalam 

melangsungkan perkawinan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di 

Indonesia terkait perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah 

dalam  melangsungkan perkawinan. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui dari 

aspek orisinalitas dan kejujuran dari penilitian ini. Dan sebagai 

antisipasi adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Oleh itu, 

perlu dijelaskan atau ditampilkan terlebih dahulu mengenai 

penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. 
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Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis atas berbagai karya 

tulis, telah banyak yang ditemukan karya-karya yang berkaitan 

dengan kafaah secara umum, namun yang berkaitan dengan 

perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dalam hukum Islam, 

belum penulis temukan dalam karya tesis maupun disertasi. 

Beberapa karya ilmiah dengan tema kafaah yang dapat dijadikan 

sebagai bukti keotentikan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Salman Alparisi, penelitian tesis, tahun 2017, pada Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, dengan judul “Implementasi Konsep Kafa‟ah 

Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok 

Modern Darussalam Gontor)”, bahwa implementasi kafa‟ah di 

Pondok Modern Darussalam Gontor perspektif Imam Hanafi 

yang memiliki rincian kedudukan kafa‟ah dalam pernikahan 

menjadi tiga bagian menjadi terpenuhi. Dengan artian kafa‟ah 

menjadi syarat sihhah  dan menjadi syarat luzum terkadang 

pula menjadi syarat nufuz dalam sebuah pernikahan dalam 

perspektif teori pertukaran sosial (social exchange), 

implementasi kafa‟ah di Pondok Modern Darussalam Gontor 

sejalan dengan pemikian Homans yang menekankan bahwa 

proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukakn sebagai 

satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan 

sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, 

kelima proposisi, sukses stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan 

approval-aggression harus dipertimbangkan walaupun prosisi 

itu dapat jelas dilihat.
20

  

2. Nashih Muhammad, penelitian tesis, tahun 2016, pada Prodi 

Hukum Islam/ konsentrasi Hukum Keluarga Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dengan judul “Kafa‟ah (Tinjauan Hukum Islam, 

Sosiologis dan Psikologis)”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Fokus penelitian ini 

tertuju pada dua pokok masalah, yaitu pertama, mengenai 

                                                             
20 Salman Alparisi, “Implementasi Konsep Kafa‟ah Penentuan Pasangan 

Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)”, Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.  
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bagaimana konsep kafa‟ah bila ditinjau melalui pendekatan 

hukum Islam, psikologis dan sosiologis, kedua bagaimana 

mensinergikan antara konsep kafaah dengan teori-teori 

tentang persamaan manusia. Hasil penelitian meyebutkan 

bahwa konsep kafa‟ah jika didekati melalui pendekatan 

hukum Islam, sosiologis dan psikologis akan mendapatkan 

titik temu yaitu: kafa‟ah merupakan proses pemilihan jodoh 

yang alamiah dan natural. Kriteria takwa merupakan kriteria 

tertinggi dalam konsep kafa‟ah. Kafa‟ah terdiri atas adat dan 

budaya. Tujuan dari kafa‟ah adalah untuk meraih 

kemaslahatan dalam perkawinan. Adapun titik temu kafa‟ah 

dengan hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) 

dapat ditelusuri melalui doktrin apresiasi milik Mashood A. 

Baderin di mana pengawasan internasional harus tunduk dan 

mengalah pada pertimbangan pihak Negara (nilai-nilai moral 

dan agama) dalam merancang dan menegakkan hukumnya. 

Selama tujuannya baik dan tidak untuk menimbulkan 

diskriminasi, kafaah sama sekali tidak bertentangan dengan 

hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) karena di 

dalam konsep kafa‟ah terdapat nilai moral yang tinggi dan 

nilai budaya yang telah berlaku di sebagian masyarakat 

muslim.
21

 

3. Ali Muhtarom, penelitian jurnal tahun 2018, pada Jurnal 

Hukum Islam, Vol. 16 No. 2 Desember 2018, dengan judul 

“Problematika Konsep Kafa‟ah dalam Fiqh (Kritik dan 

Reinterpretasi)”. Penelitian ini menggunakan model 

pendekatan kualitatif yang berupa penilitian pustaka. Temuan 

dari penelitian ini: bahwa kriteria selain agama dalam konsep 

kafaah dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan 

diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya 

pemahaman kembali terhadap konsep kafaah  dalam 

                                                             
21 Nashih Muhammad,  Kafa‟ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan 

Psikologis), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), tersedia di: http://digilib. Uin-

suka.ac.id/id/eprint/22089 (akses internet pada tanggal 23 Desember 2021) 
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masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan 

yang lainnya.
22

 

4. Rafida Ramelan, penelitian jurnal tahun 2021, pada Jurnal 

Tahkim, Vol. 4 No. 1 Maret 2021, dengan judul “Sekufu 

dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-

normatif (normative juridical approach) dengan 

menggunakan metode analisis desktriptif kualitatif. Hasil 

penelitian ini, menyebutkan bahwa, konsep sekufu dalam 

konteks modern meliputi sekufu dalam usia, sekufu dalam 

pekerjaan, sekufu dalam pendidikan, dan sekufu dalam 

organisasi keagamaan. Seseorang yang mendapat pasangan 

sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam 

proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, 

yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
23

  

5. Andri, penelitian jurnal tahun, pada tahun 2021, pada program 

Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, 

dengan judul, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1”. Menjelaskan bahwa pada 

umumnya, dalam pasal-pasal KHI, tidak ditemukan secara 

rinci pasal tentang konsep kafaah secara utuh. Oleh 

karenanya, tulisan ini mengungkap, di balik pasal 15 ayat 1 

dalam KHI, ternyata terdapat nilai kafaah, yakni tentang 

kematangan usia sebelum melakukan pernikahan. 

Kematangan usia bukan syarat sah sebuah pernikahan, akan 

tetapi ia merupakan syarat kelaziman sebuah pernikahan, yang 

pada intinya ingin menjadikan manusia dapat hidup 

berkeluarga secara harmonis. Dalam penelitian ini, penulis 

menemukan bahwa adanya perluasan sifat kafaah, yang 

                                                             
22 Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa‟ah dalam Fiqh (Kritik dan 

Reinterpretasi)”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No. 2 Desember 2018,  tersedia di: 
http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1739 (akses internet 

pada tanggal 23 Desember 2021) 
23 Rafida Ramelan, “Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, Jurnal 

Tahkim, Vol. 4 No. 1 Maret 2021, tersedia di: 
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/7560/pdf, (akses internet 

pada tanggal 24 Desember 2021). 

http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1739
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/7560/pdf
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sebelumnya telah dirumuskan oleh para ulama ada 7, yakni: 

agama (ketakwaan), Islam (keturunannya), merdeka, nasab, 

harta, pekerjaan dan terbebas dari cacat. Setelah penulis 

meneliti dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penulis 

menemukan bahwa adanya tambahan sifat kafaah setelah yang 

tujuh poin tersebut, yakni kematangan usia. Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa saat ini, sifat kafaah ada delapan poin. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

reseach), dengan merujuk kepada kitab induk, yakni 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, penulis 

juga mengutip kitab-kitab fikih lainnya, baik dari kalangan 

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, maupun Hanbali.
24

 

Berdasarkan penjelasan singkat kelima judul penelitian di 

atas bahwa penulis belum menemukan dalam karya tesis maupun 

jurnal yang berkaitan dengan perpautan usia sebagai kriteria 

kafaah. Namun, penulis  menemukan beberapa penelitian yang 

berkaitan dengannya, namun yang secara spesifik menelaah 

peraturan Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No 36 

Tahun 2010 mengenai jarak usia perkawinan antara pihak laki-

laki dan perempuan belum penulis temukan. Salah satu karya 

ilmiah yang membicarakan Undang-Undang Hukum Perkawinan 

Yordania adalah Mahmudin Bunyamin, Pembaruan Undang-

Undang Perkawinan Yordania dan Relevansinya Terhadap 

Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern, Jurnal Asas 

Vol. 11 No. 2 Tahun 2019 dalam penelitian itu Bunyamin hanya 

membahas secara sepintas, untuk tidak mengatakan hanya 

sekadar menyebut saja tentang perpautan usia pernikahan. 

Dengan demikian, tesis yang penulis teliti ini memiliki 

perbedaan yang signifikan. Karya tulis pertama yang disebutkan 

di atas lebih fokus kepada konsep kafaah kemudian 

menghubungkan dan menggabungkannya dengan teori-teori 

tentang persamaan manusia. Hasilnya, kafa‟ah sama sekali tidak 

bertentangan dengan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia 

                                                             
24 Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 

15 Ayat 1”, Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 1, Juni 2021 
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(HIHAM), selama tujuannya baik dan tidak untuk menimbulkan 

diskriminasi. Dalam karya tulis kedua, juga pokok penelitiannya 

masih di seputaran konsep kafa‟ah, bedanya jika hasil penelitian 

yang pertama menemukan bahwa kafaah dengan beberapa 

kriterianya masih susuai dengan teori-teori kemanusiaan, maka 

hasil penelitian kedua ini, sebaliknya, yaitu kriteria selain agama 

dalam konsep kafaah dapat menimbulkan stratifikasi sosial 

bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Menarik, untuk 

dilanjutkan dalam penelitian ini mengenai hakikat kedudukan 

kafaah dalam hukum Islam. Dan karya tulis ketiga di atas lebih 

fokus kepada kajian konteks sekufu dalam hukum keluarga 

modren secara luas, dan hasil penelitiannya, menemukan konsep 

sekufu dalam konteks modern meliputi sekufu dalam usia, sekufu 

dalam pekerjaan, sekufu dalam pendidikan, dan sekufu dalam 

organisasi keagamaan. Sementara penelitian yang membicarakan 

Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania hanya membahas 

secara sepintas, untuk tidak mengatakan hanya sekadar menyebut 

saja tentang perundangan-undangan perpautan usia pernikahan 

ini tanpa melakukan analisis yang mendalam. 

Sedangkan fokus kajian penelitian ini adalah menitik-beratkan 

kepada Perundang-undangan Perkawinan Yordania yang 

mengundangkan, perpautan usia sebagai kriteria sekufu, yang di 

dalam karya tulis terakhir tersebut hanya dibahas secara sepintas 

saja, hanya sekadar menyebut bahwa perpautan usia ditentukan 

dalam perundang-udangan perkawinan Yordania. Dalam 

penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan perundang-

udangan perkawinan Yordania mengenai perpautan usia sebagai 

kriteria kafaah kemudian menganalisisnya secara kritis untuk 

kemudian melihat bagaimana komparasinya dengan hukum 

keluarga di Indonesia dewasa ini. 

 

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

1. Kajian Teori 

Penelitian ini penulis menggunakan teori mas{lahah al-

mursalah dan teori sadd al-z|ari>‟ah. Menggunakan teori 
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sadd al-z|ari>‟ah untuk menganalisa aspek filosofis dibuatnya 

aturan tentang jarak maksimal atau perpautan usia antara 

calon suami dan calon isteri pada Undang-Undang 

Perkawinan Yordania yang berdasarkan dari sebuah fenomena 

yang terjadi di masyarakat terkait banyaknya pernikahan beda 

usia yang cukup jauh. Adapun menggunakan teori mas{lahah 

al-mursalah untuk menganalisa Undang-Undang Perkawinan 

Yordania dari sisi kemashlahatannya. Berikut penjelasannya:   

a. Teori Mas{lah|ah Mursalah 

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori mas{lah|ah mursalah, yaitu untuk menganalisa 

pemikiran Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri 

bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum‟ah bin 

Hizam al-Hizami al-Nawawi dalam kitab Raud{ah al-

T{halibin dalam konteksnya pada masyarkat Indonesia era 

kini serta kontribusinya terhadap hukum keluarga di 

Indonesia dari sisi kemashlahatannya. Teori 

Sumberrhukum Islam adalahhAl-Qur‟an, sunnah, ijma>‟, 

qiya>s, istih|sa>n, mas{lah|ah mursalah, „urf, istis{h|a>b, 

syar‟u man qablana>. Islam menyajikan sistem kehidupan 

yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena 

Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari 

setiap masalah yang muncul dengan seiring 

berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah 

ini tidak ditegaskan dalam nas}, serta tidak ada satu 

dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.
25

 

Mas{lah|ah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua 

kata, yaitu mas{lah|ah dan mursalah.
26

 Kata mas{lah|ah 

                                                             
25 Jalaluddin Abdurrahman, al-Mas{alih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-

Tasyri‟, (Mesir: Mat{ba‟ah al-Sa‟adah, 1403),  h.23. di dalam Disertasi Maimun, 
“Maqasid al-Syari‟ah Sebaga Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia”. (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN 

Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017). 
26 Sebagian ulama menyebut mas{lahah al-mursalah dengan istilah al-

Munasib al-Mursal (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), al-Istid{al al-

Mursal (dipopulerkan oleh al-Syatibi) dan al-Istislah (dipopulerkan oleh al-Ghazali). 
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berasal dari kata kerja bahasa Arab ََ-)صَلحَََ يصَْلحُُ(  

menjadiَ atauَ (صُلْحًا(  yang berarti sesuatu yang )مَصْلحََةً(

mendatangkan kebaikan.
27

 Kata mas{lah|ah| kadang-

kadang disebut juga dengan َ)ْالَِاسْتصِْلََح( yang artinya 

mencari yang baik َالِاصْلََحْ(َ )طَلبَُ
28
َ sedangkan kata al-

mursalah adalah isim maf‟ul dari fi‟il mad}i dalam bentuk 

s|ulasi, yaitu َ)َرَسَل( , dengan penambahan huruf  alif 

dipangkalnya, sehingga menjadiَ  secara etimologis )ارَْسَلَ(

artinya terlepas, atau dalam artiََ(bebas). Kata terlepas dan 

bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah 

maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan 

yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”
29

 

Perpaduan dua kata menjadi mas{lah|ah mursalah 

yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang 

dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga 

dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik 

atau bermanfaat.
30

 al-Ghazali merumuskan pengertian 

maslahah mursalah sebagai berikut: 

 ٌٓ ع١ََّ ُِ لَّ ثبِلِّعْزجِبَسِٔصٌَّ  َٚ  ِْ ٌْجطُْلََ شْعِ ثبِ ْٓ اٌشَّ ِِ ُْ ٠شَْٙذَْ ٌَُٗ  ب ٌَ َِ
ٖٔ

 

Artinya:“Apa-apa (mas{lah|ah) yang tidak bukti baginya 

dari syara‟ dalam bentuk nas{ tertentu yang 

membatalkannya dan tidak ada yang 

memperhatikannya.” 

Menurut ‟Abd al-Wahha>b Khala>f, mas{lah|ah| 

mursalah adalah mas{lah|ah di mana syari‟ tidak 

mensyari‟atkan hukum untuk mewujudkan maslah|ah, juga 

                                                                                                                                   
Lihat Rahmat Syafi‟i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 

118. 
27 Chaerul Umam, Us}ul al-Fiqih I , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.  
28 Abdul Wahab Khallaf, Masdar al-Tasyri‟ al-Islami Fi> ma> La> Nassa 

Fih, Cet. III, (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1972), h. 85. 
29 Amir Syarifuddin, Us}ul al-Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332. 
30 Muhammad Rusfi, Us}ul al-Fiqih-1, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan 

Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.  
31 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustafa fi Ibnu al-Us>ul, Jilid I, (Beirut: Da>r 

al-Kutub al-„Ilmiyah, 1983), h. 286. 
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tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya 

atau pembatalannya.
32

 

Berdasarkan definisi di atas maka mas{lah|ah 

mursalah ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang 

sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur‟an maupun 

Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau 

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas 

menarik manfaat dan menghindari kerusakan.
33

 Seperti 

kaidah ushul fiqh berikut : 

صَب ٌحِِ  َّ ٌْ ٍْتِ ا ٌَ عٍََٝ عَ مذََّ ُِ فبَ عِذِ  َّ ٌْ  دَسْءُ ا

Artinya:“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada 

menarik kemaslahatan”
34

 

Mas{lah|ah mursalah dianggap sebagai pertimbangan 

bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara 

lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur 

hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan 

meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun 

tersembunyi dalam pandangan manusia.
35

 

Hakikat dari mas{lah|ah mursalah adalah sesuatu 

yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan kebaikan (jalbul mas}a>lih au manfa‟ah) 

atau menghindarkan keburukan (dar‟ul mafa>sid) bagi 

manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya 

                                                             
32 ‟Abd al-Wahha>b Khala>f, Ilmu Us}u>l al-Fiqh, terj. Noer Iskandar al-

Bansani, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 123. 
33َ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, al-Mas{lahah al-Mursalah 

dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 

65-66. tersedia di : https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140 (12 Mei 

2019) 
34 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 

Qawaid Fiqhiyyah,  terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 

2. 
35 Mohammad Rusfi, Validitas Mas{lahah al-Mursalah Sebagai Sumber 

Hukum, Al-„Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175, (07 April  2019, 

11.44 WIB ) 

https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140%20(12
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175
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selaras dengan tujuan syariah (maqa>s}id syari>‟ah) 

dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk 

syara‟ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada 

petunjuk syara‟ yang mengetahuinya. Hal ini selaras 

dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati 

Irwani Abdullah yang mengungkap bahwa masl{ah|ah 

adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori 

hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat 

dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.
36

 Mas{{lahah 

terdapat tiga macam yaitu: 

1) Mas{lah|ah mu‟tabarah ialah suatu maslahat atau 

kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang 

telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti 

hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan 

peraturannya. 

2) Mas{lah|ah mulghah ialah kemaslahatan yang ditolak 

oleh syara‟ karena bertentangan dengan ketentuan 

syara‟.  

3) Mas{lah|ah mursalah yaitu mengakui suatu 

kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru 

yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw.
37

 Adapun 

objek mas{lah|ah mursalah adalah kejadian atau 

peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak 

ada satupun nas{ (al-Qur‟an dan hadis) yang dapat 

dijadikan dasarnya.
38

 

Ulama bersikapssangat hati-hati dalam menggunakan 

mas{lah|ah mursalah sebagai hujah, sehingga tidak 

mengakibatkan pembentukan syari‟at, berdasarkan nafsu 

dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama 

menyusun syarat-syarat mas{lah|ah mursalah yang dipakai 

                                                             
36 Ibid., h.37 
37 Susiadi AS, Buku Daras Ushul Fiqih I, (Bandar Lampung: Fakultas 

Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106 
38 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205. 
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sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada 

yaitu: 

1) Mas{lah|ah yang dimaksud adalah mas{lah|ah yang 

sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya 

ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum 

tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan 

menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan 

dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak 

akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan 

larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan 

memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja 

dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan 

hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, 

bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah 

tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri 

ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, 

bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling 

mencintai.
39

 

2) Mas{lahah itu sifatnya umum, bukan bersifat 

perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya 

dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat 

melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya 

mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa 

orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang 

kafir telah membetengi diri dengan sejumlah orang dari 

kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang 

membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan 

mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. 

Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam 

yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya 

ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang 

kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum 

muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau 

memusnahkan musuh-musuh mereka. 

                                                             
39 Chairul Umam, Ushul  Fiqih I,  (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137. 
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3) Mas{lahah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil 

syara‟ yang telah ada, baik dalam bentuk nas}, al-

Qur‟an dan sunnah, maupun ijma>‟ dan qiyas}. 

4) Mas{lahah al-mursalah itu diamalkan dalam kondisi 

yang memerlukan, seandainya masalah tidak 

diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada 

dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh 

untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
40

 

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat 

terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam 

mengistinbatkan hukum, yaitu: 

1) Mas{lahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara‟ 

2) Mas{lahah itu tidak bertentangan dengan nash syara‟ 

3) Mas{lahah itu termasuk dalam kategori mas{lahah 

yang d}aruriyyat, baik menyangkut kemashlahatan 

pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan 

universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.
41

 

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa mas{lahah 

al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta 

dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah 

memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan 

mas{lahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, 

tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum 

jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik 

suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Selama 

mas{lahah tersebut mengandung manfaat secara umum 

dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak 

melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-

Qur‟an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu 

sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqashid syariah 

yaitu  menjaga agama (hifz al-di>n), melindungi jiwa (hifz 

                                                             
40 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337. 
41 Muhammad Rusfi, Ushul Fiqih 1, (BandarrLampung: Seksi 

PenerbitannFakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan, 2017),  h. 130-133. 
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al-nafs); melindungi akal (hifz al-aql); melindungi 

kelestarian manusia (hifz al-nasl); dan melindungi harta 

benda (hifz al- ma>l).42
 

b. Kajian Teori Sadd al-Z|ari>‟ah 

Sadd al-z|ari>‟ah terdiri dari dua kata, yaitu sadd 

artinya menutup, menghalangi, dan al-z|ari>‟ah artinya 

jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). 

Secara bahasa al-z|ari>‟ah yaitu: Wasilah yang 

menyampaikan pada sesuatu.
43

 Pengertian ini sejalan 

dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan yaitu: 

Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa 

kerusakan maupun kebaikan.44
 

Kata al-z|ari>‟ah itu didahului dengan sadd yang 

artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya 

kerusakan. Sehingga, pengertian sadd al-z|ari>‟ah  

menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu: Mencegah 

segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang 

menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang 

mengandung kerusakan atau bahaya. Menurut al-Syatibi, 

sadd al-z|ari>‟ah ialah: Melaksanakan suatu pekerjaan 

yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada 

suatu kerusakan (kemafsadatan). Dari beberapa pengertian 

di atas dapat diketahui bahwa sadd al-z|ari>‟ah  

merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan 

mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu 

pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat 

menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan atau sesuatu yang dilarang.  

                                                             
42 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, al-Maslahah al-Mursalah 

dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 
71. tersedia di : https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140, (19 

November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
43 Wahbah al-Zuhaili>, Us}ul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 

1986), h. 873.  
44 Khalid Ramad}an Hasan, Mu‟jam Us}ul al-Fiqh, (Mesir: al-Rawd{ah, 

1998), h. 148. 

https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140
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M. Hasbi Ash-Shiddiqi menyebutkan bahwa sadd 

al-z|ari>‟ah merupakan salah satu pegecualian dalam 

metode penggalian hukum Islam selain Istihsan. Di mana, 

Istihsan merupakan pengecualian yang merupakan  

kebolehan dan kemudahan sementara sadd al-z|ari>‟ah 

merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan. 

Dapat dipahamai bahwa sadd al-z|ari>‟ah adalah 

menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu 

yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk 

mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.
45

 

Ditempatkannya al-z|ari>‟ah. sebagai salah satu 

dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan 

penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara‟ 

tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu 

perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai 

wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, 

maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum 

wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan 

syara‟ terhadap perbuatan pokok.
46

 Masalah ini menjadi 

perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang 

mengisyaratkan ke arah itu, umpamanya:  

    Surat al-An„am (6): 108: 

 ََ َ َََ َ َ َ  َ

 َ  ََ  َ َََ   ََ َ َ َ

  َ ََ ََََ 

Artinya:”Dan janganlah kamu memaki sembahan-

sembahan yang mereka sembah selain Allah, 

karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 

melampaui batas tanpa pengetahuan. 

                                                             
45 Mohammad Rusfi, Us}ul al-Fiqh, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan 

Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140. 
46 Amir Syarifuddin, Usul al-Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427. 
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Demikianlah kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian 

kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu 

Dia memberitakan kepada mereka apa yang 

dahulu mereka kerjakan.”47 

Surat an-Nur (24): 31: 

 …َ َ  َ  ََ ََ ََ  ََ

َ  ََ  َ َ  ََََ

Artinya:”Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 

dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 

hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung”
48

 

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja 

bagi pe- rempuan, namun karena menyebabkan 

perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang 

sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang 

mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi 

terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya 

larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu 

yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan 

itu boleh hukumnya.
49

 

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-

Qayyim mengklasifikasikan sadd al-z|ari>‟ah menjadi 

empat macam, yaitu: 

1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti 

menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya 

mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan 

mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan 

ketidakjelasan asal usul keturunan. 

                                                             
47 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubi>n, (al-Qur‟an dan 

Terjemahannya), (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 141. 
48 Ibid., h. 353. 
49 Amir Syarifuddin, Usul al-Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427. 
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2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau 

dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan 

sebagai perantara untuk terjadi sesuau keburukan 

(mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah 

ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (al-

tahli>l). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan 

cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba. 

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan 

namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu 

keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. 

Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi 

tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan 

(mas{lahah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci 

maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.  

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan 

namun terkadang dapat menimbulkan keburukan 

(mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar 

akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat 

perempuan yang sedang dipinang.
50

 

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-

Qarafi dan al-Syatibi membagi al-z|ari>‟ah menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang 

meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya 

suatu perbuatan yang diharamkan. Contoh menanam 

anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan 

khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada 

kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. 

2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci 

maki berhala bagi orang yang mengetahui atau 

menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan 

membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. 

                                                             
50 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 295. 
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3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau 

diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena 

bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli 

berjangka karena khawatir ada unsur riba.
51

  

 

2. Kerangka Pikir 

Untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman, maka 

kerangka pikir yanag akan menjadi alur pembahasan 

penelitian ini dimulai dari pengkajian  terhadap  ayat-ayat al-

Qur‟an dan hadis-hadis Nabi yang dijadikan, sebagai 

landasan, oleh peraturan Perundang-Undangan Yordania dan 

para ulama mazhab tentang masalah terkait. Kemudian 

dilanjutkan dengan menganalisis masalah tersebut dengan 

teori maslahah dan kaidah dar‟ul mafa>sid aula min jalbi al 

masalih dengan mengklasifikasi mafsadat dan maslahah, 

dalam hal ini terkait maslahat dan mafsadat perpautan usia 

antara suami isteri. Paparan ini dapat dilihat pada gambar 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Ibid., h. 152. 
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Gambar I 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang 

terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan 

dalam memahami sesuatu. Pendekatan yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan historis yaitu suatu ilmu 

yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan 

Perpautan Usia Sebagai Kriteria Kafaah 

(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum 

Perkawinan 

Yordania No. 36 Tahun 2010) 
 

Mafsadat  Maslahat 
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mursalah. 

Teori sadd al-z|ari>’ah 

Perundang-undangan 

Perkawinan Yordania: 

Perpautan usia kriteria 

kafaah 

Jumhur ulama: 

Perpautan usia bukan 

kriteria kafaah 
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pelaku dari peristiwa tersebut. Maksudnya dengan pendekatan 

historis peneliti dapat mengetahui sejarah terjadi perbedaan 

pandangan yang terjadi di kalangan ulama dalam hal mengenai 

perpautan usia sebagai kriteria kafa‟ah dalam hukum Islam. 

 

I. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode 

penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan 

untuk mengetahui (goal of knowing) haruslah dicapai dengan 

menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.
52

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat 

ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.
53

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data 

yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata
54

 

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

menyusun tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian literatur kepustakaan 

yang terkait dengan objek penelitian (Library research). 

Sumber data penelitian ini dari kepustakaan. Artinya 

penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber 

kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teoretik 

perundang-undanganan perkawinan Yordania, pendapat-

pendapat para ulama dan penelitian-penelitian tentang usia 

                                                             
52 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 

h. 91. 
53 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

h. 22. 
54 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 6. 
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sebagai kriteria kafaah yang telah dilakukan, kemudian 

menganalisisnya melalu pendekatan hukum Islam. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, 

yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data kemudian 

menarik kesimpulan.
55

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut penelitian kualitatif Baghdham 

dan Taylor, ini adalah prosedur penelitian yang dapat 

menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan 

dari orang dan aktor yang diminati.
56

 Dalam penelitian yang 

dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau 

Undang-Undang Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ialah 

dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang 

tidak memberikan informasi secara langsung dan yang 

diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum primer 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sumber data atau bahan-

bahan yang mengikat dalam pembahasan.
57

 Bahan hukum 

primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah 

al-Qur‟an dan hadis, serta Undang-Undang Perkawinan 

Yordania No. 36 Tahun 2010.  

b. Bahan Hukum Sekunderi 

Bahan hukum sekunder merupakannbahan yang 

menjelaskan bahan hukum primer yaitu seperti kitab-kitab 

fiqih, kitab tafsir, dan referensi-referensi lainya serta hasil 

penelitian/pendapat para pakar yang mendukung tema 

                                                             
55 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik 

Grafika, 2011), h. 106. 
56 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 4. 
57 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2004), h. 121 
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pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.
58

 Dalam hal ini 

yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, 

jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu konseling dan pemeriksaan kesehatan pra 

nikah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Sumber data tersier adalah sumber data yang 

memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber data 

primer dan sekunder.
59

 Seperti kamus ensiklopedia 

bibliografi. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, 

dan ensiklopedia kesehatan yang memiliki korelasi dengan 

pembahasan penelitian tesis ini.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

secara dokumentasi. Dengan menelusuri kitab, buku atau 

karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
60

 

Metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan 

membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen yang 

telah dikelompokkan menjadi sumber data primer dan data 

sekunder. 

Adapun naskah primer untuk penelitian ini adalah buku-

buku tentang perkawinan dan pemahaman mengenai kafa‟ah. 

Selain dari itu, penulis juga menelusuri data-data sekunder 

terkait penelitian ini seperti buku-buku mengenai ushul fiqh 

dan sebagainya.  

5. Pengolahan Data 

Memproses data yang dikumpulkan dan menyelesaikan 

pemrosesan data dengan beberapa cara: 

                                                             
58 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif, (Bandung: Tarsito, 

1998), h. 26 
59 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan 

ke-14, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13. 
60 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 75. 
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a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa kembali data-

data yang diperoleh khususnya dari kelengkapannya, 

kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan 

data lain.  

b. Klasifikasi data adalah mengatur dan mengelompokkan 

data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan 

masalah tertentu untuk memudahkan pembahasan. 

c. Ferifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami 

arti dari sumber data yang diperoleh. 

d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data 

menurut urutan pertanyaan dengan kerangka sistem 

bahasa.
61

 

6. Analisis Data  

Analisis data adalah metode menganalisis semua data 

yang tersedia dari berbagai sumber.
62

 Penelitian ini 

menggunakan metode analisis taksonomi (taxonomi analysis) 

dalam menganalisi data. Analisis taksonomi merupakan 

kegiatan analisis, tidak hanya eksplorasi umum, tetapi juga 

analisis yang berfokus pada bidang tertentu, yang berguna 

untuk mendeskripsikan fenomena atau masalah sebagai 

sasaran penelitian. Dimulai dengan fokus pada domain 

tertentu, lalu bagi domain tersebut menjadi subdomain dan 

bagian detail tertentu, yang biasanya merupakan blok yang 

sama.
63

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi, 

maka penulis menganalisa dengan memfokuskan pada 

pengembangan dalam bidang perkawinan Islam di Indonesia 

yaitu pada masalah pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu 

syarat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana yang 

tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 

                                                             
61 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2008), h. 199.  
62 Lexi. J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 190. 
63  Ibid., h. 65-66. 
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Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan 

KesehatannBagi Calon Pengantin. 

Terkait dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian 

ini, penelitian kualitatif dilakukan melalui pemikiran deduktif, 

yaitu mempelajari hal-hal yang menyimpang dari peristiwa 

umum untuk menentukan hukum yang khusus dan menarik 

kesimpulan dengan mengumpulkan dan memperoleh data 

penelitian yang dibutuhkan dari dokumen.
64

 

Proses analisis dan penyajian data dilakukan pada waktu 

yang bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong 

kesempurnaan penelitian atau desain penelitian bila 

diperlukan, untuk memudahkan proses penemuan teoritis dan 

untuk penetapan tahap pengumpulan data selanjutnya.
65

 

 

 

 

                                                             
64 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), h. 444.  
65 Arief Furqan dan Agus Maimun, Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai 

Tokoh, (Yogjakata: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59-60. 
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BAB II 

PENDAPAT ULAMA MENGENAI PERPAUTAN USIA 

SEBAGAI KRITERIA KAFA’AH DALAM PERKAWINAN 

 

A. Konsep Kafa’ah dalam Islam  

1. Pengertian Kafa‟ah 

Kafa‟ah berasal dari kata (وفٟء) di artikan sebagai 

setara. Menurut bahasa dapat diartikan sebagai setaraf, 

seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa sedrajad atau 

sebanding. Menurut istilah hukum Islam, kafa‟ah atau kufu‟ 

dalam perkawinan  diartikan sebagai keseimbangan dan 

keserasihan antara calon istri dan suami sehingga masing-

masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan 

pernikahan.
66

 

Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa‟ah diartikan 

dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi 

kedudukan (hasab), agama (di>n), keturunan (nasab) dan 

semacamnya. Sedangkan dalam istilah fuqaha‟, kafa‟ah 

didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal 

kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta 

kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan 

mampu menyingkirkan kesusahan.
67

 

Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya 

kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja mereka 

berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu 

banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis 

keturunan di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak, 

dan tentu saja dalam agama.
68

 Kufu‟ diukur ketika 

berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi 

                                                             
66 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Perdana Media Group, 

2012), h. 96 
67 Ahmad Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, h. 225. 
68 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 347. 
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kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah menganggu 

dan tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu 

sedikitpun, serta tidak mempengeruhi hukum akad nikahnya.
69

 

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk 

membentuk rumah tangga. James H.S. Bossard 

menghubungkan perkawinan itu dengan status orang yang 

melakukannya. Menurutnya ada berbagai tujuan sehingga 

orang melakukan pernikahan untuk membentuk rumah tangga. 

Tujuan pertama menurut beliau ialah bahwa pernikahan itu 

menghasilkan satu status yang lebih besar dan tinggi dalam 

keluarga. Sedangkan didalam masyarakat, pernikahan 

meningkatkan status di tengah kelompok dan masyarakat.
70

 

Jadi kafa‟ah adalah keseimbangan, dalam perkawinan 

kafa‟ah dapat diartikan sebagai seimbangnya antara calon 

suami dan istri meliputi keyakinan atau agama, keislaman atau 

tingkat kepahaman dalam Islam, nasab atau keturunan, tingkat 

pendidikan, pekerjaan atau tingkat ekonomi. Kafa‟ah sendiri 

dianggap mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. 

 

2. Dasar Hukum Kafa‟ah 

Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan 

yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara 

sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga 

demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila 

kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh 

berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan 

diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah 

tangga.
71

 Landasan keserasian dalam pernikahan ialah: 

                                                             
69 Sayyid Muhammad at-Tihâmi Sabiq,  Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh: M. 

Thalib, Juz 7, 1987, h. 51 
70 Bugaran AntoniusSimanjuntak, Harmonius Family Upaya Membangun 

Keluarga Harmonis, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 3-4. 
71 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96 
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Artinya:”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang 

keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-

wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang 

baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki 

yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik 

(pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa 

yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). 

bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia 

(surga).” (QS. al-Nu>r ayat 26)
72

 

 

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a., dan 

S{afwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. 

Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah 

wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Para ulama 

berbeda pendapat tentang hukum kafa‟ah. Jumhur ulama‟ 

termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi‟i, Imam Hanafi, dan 

Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa 

kafa‟ah tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga 

pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetap 

dianggap memilki legalitas hukum. Kafa‟ah dipandang hanya 

merupakan segi afd{oliyah saja.
73

 Pijakan dalil mereka 

merujuk pada ayat: 

…              …    

                                                             
72 Kementerian Agama RI, al-Mubin (al-Qur‟an dan Terjemahnya), h. 401. 
73 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141 
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Artinya:”…Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di 

antara kamu....”(QS. al-Hujura>t ayat 13)
74

 

Kafa'ah merupakan hak yang diberikan kepada seorang 

wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan 

hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara 

pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan 

walinya rida.
75

 

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah 

hadis yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah 

binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah 

wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan 

Usamah adalah seorang budak.
76

 Imam Muslim r.a., 

meriwayatkan: 

 َٓ شِٚ ثْ ّْ َّْ أثَبَ عَ ْٕذِ ل١َْظٍ, أَ خَ ثِ َّ ْٓ فبَطِ , عَ ِٓ َّ حْ ِٓ عَجْذِ اٌشَّ خَ ثْ َّ ْٓ أثَِٟ عٍََ عَ

و١ٍُُِْٗ ثشَِع١ِْشٍ, فغََخِطَزُْٗ,  َٚ ًَ إ١ٌَِْٙبَ  َٛ غَبئتٌِ, فأَسَْعَ ُ٘ َٚ ٌْجزََّخَ,  حَفْصٍ طٍََّمَٙبَ ا

ءٍ, فَ  ْٟ ْٓ شَ ِِ ب ٌهَِ ع١ٍََْٕبَ  َِ اّللهِ  َٚ , فمَبَيَ:  َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ًَّ اّللهُ ع١ٍََْ ِ صَ يَ اللهَّ ْٛ غَبءَدْ سَعُ

 َِّ ْٟ ث١َْذِ أُ ْْ رعَْزذََّ فِ شَ٘بَ أَ َِ َ ِٗ ٔفَمَخٌَ, فأَ فزََوَشَدْ رٌَهَِ ٌَُٗ, فمَبَيَ: ١ٌَْظَ ٌهَِ ع١ٍََْ

 َِّ ِٓ أُ ْٕذَ اثْ شَأحٌَ ٠غَْشَب٘بَ أَصْحَبثِٟ, اعْزَذِّٞ عِ ِْ ٍْهِ ا َُّ لبَيَ: رِ ,  شَش٠ِْهٍ, صُ َِ ْٛ ىْزُ َِ

ذُ  ٍْ ب حٍََ َّّ ٍْذِ فبَر١ِِِْٕٟٔ, لبٌََذْ: فٍََ َٓ ص١ِبَثهَِ, فئَرَِا حٍََ َّٝ رضََع١ِْ ًٌ أعَْ ُ سَعُ َّٗ فئَِٔ

يُ اللهِ  ْٛ ٍُ خَطَجَبِٟٔ, فمَبَيَ سَعُ ْٙ أثَبَ عَ َٚ  , َْ َٓ أثَِٟ عُف١ْبَ ٠خََ ث ِٚ عَب ُِ  َّْ رَوَشْدُ ٌَُٗ أَ

 : َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ب صٍََّٝ اللهُ ع١ٍََْ َِّ أَ َٚ  ,ِٗ ْٓ عَبرمِِ , فلَََ ٠ضََعُ عَصَبُٖ عَ ٍُ ْٙ ب أثُٛ عَ َِّ أَ

َُّ لبَيَ:  ْ٘زُُٗ, صُ َٓ ص٠َْذٍ. فىََشِ خَ ثْ َِ ْٟ أعَُب ْٔىِحِ بيَ ٌَُٗ, ا َِ نٌ لَّ  ْٛ ٠خَُ فصَُعٍُْ ِٚ عَب ُِ

. ِٗ اغْزجََطْذُ ثِ َٚ ا,  ِٗ خ١َْش  ًَ اللهُ ف١ِْ خَ, فَٕىََحْزُُٗ, فغََعَ َِ ْٔىِحِٟ أعَُب  ا

Artinya: "Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah 

binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah 

menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia 

jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil 

kepadanya (Fatimah) dengan membawa 
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gandum,(Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 

'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya 

kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, 

Fatimahmenemui Rasulullah saw., untuk menanyakan 

hal itukepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia 

tidakwajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, 

beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa 

iddahnya dirumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian 

beliaubersabda: "Dia adalah wanita yang sering 

dikunjungioleh para sahabatku, oleh karena itu, 

tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi 

Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu 

bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah 

halal (selesai masa iddah), beritahukanlah 

kepadaku." Dia (Fatimah) berkata; Setelah masa 

iddahku selesai,kuberitahukan hal itu kepada beliau 

bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm 

telah melamarku, lantas Rasulullah saw., bersabda: 

"Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah 

meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka 

memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang 

miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah 

dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak 

menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah 

dengan Usamah."Lalu saya menikah dengan Usamah, 

Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada 

pernikahan itu hingga bahagia."77 

 

Pertimbangan kafa'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah 

dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang 

mempertimbangkan  apakah lelaki yang akan menikah 

dengannya sekufu atau tidak.
78

 Sedangkan apabila derajat 

seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi 

masalah. 

Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak 

lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi 

                                                             
77 Imam Muslim, S{ohih Muslim, (Pustaka al-Sunnah) 
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Nabi saw., derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang 

sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar 

belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun 

pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang 

lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa 

itu bukanlah suatu aib. Rasulullah saw., bersabda: 

َّْ سَعُٛيَ الله لَ  ُْٕٗ اَ َٟ اللهُ عَ عَٝ اْلّشَْعَبسٜ سَضِ ْٛ ُِ ْٓ اثَِٟ  ُْ عَ َْ أعَْشَُ٘ ْٛ بيَ صلَََصخٌ ٠ؤُْرَ

ُٓ أدََثَٙبَ,  ٠ؤَُدِّثُٙبَ ف١َحُْغِ َٚ ٙبَ,  َّ ُٓ رع١ٍََِْ ُّٙبَ ف١َحُْغِ خُ, ف١َعٍَُِّ َِ ُْ ٌَُٗ الَِ ْٛ ًُ رىَُ عُ : اٌشَّ ِٓ ر١َْ شَّ َِ َُّ صُ

. ِْ عُٙبَ فٍََُٗ أعَْشَا َّٚ  سٚاٖ اٌجخبسٜ((٠عُْزمُِٙبَ ف١َزَضََ

Artinya:"Dari Abi Musa al-Asy‟ari ra., bahwasanya Rasulullah 

saw., bersabda: ada tiga macam orang yang akan 

memperoleh pahala 2 kali: seorang laki-laki yang 

memiliki budak perempuan, kemudian ia 

mengajarinya dengan baik dan mendidik akhlaknya 

dengan baik lalu ia memerdekakannya dan 

menikahinya, maka ia mendapat 2 pahala.)HR. 

Bukhari)”
79

 

 

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran kufu‟. Dia 

berkata: “Semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin 

dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. 

Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak 

seorang hitam yang tidak dikenal umpamannya, namun tak 

dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. 

Meskipun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak 

berzina ia adalah kufu‟  untuk wanita Islam yang fasik, asal 

bukan perempuan zina. Alasannya adalah: 

     …    

Artinya:”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 

....” (QS. al-Hujura>t ayat 10)
80

 

                                                             
79 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih Bukhori, 

(Beirut: Da>r Ibn Kat{ir, 256). 
80 Kementerian Agama RI, al-Mubin, h. 379. 
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Rasulullah saw.,telah mengawinkan Zainab dengan Zaid 

bekasbudak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan 

D{aba‟ah binti Zubair bin Abdul Mut{alib. Kami berpendapat 

tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan 

pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh 

kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi 

perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-

laki fasik saja pula.
81

 

Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu 

riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa kafa‟ah itu 

termasuk syarat sah perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan 

yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak sekufu masih 

dianggap belum sah.
82

 Mereka bertendensius dengan potongan 

hadis riwayat oleh al-Da>r Qut{ny yang dianggap lemah oleh 

kebanyakan ulama‟. Hadis itu berbunyi: 

َّْ سَعُٛيَ اللهُ لبَيَ لَّ  ش اَ َّ ِٓ عُ ْٓ اثِْ لَّ  عَ َٚ َٓ الّوَْفبَءِ  ِِ ْٕىِحُٛا إٌِّغَبءَ إلَِّّ  رَ

١ٌِبَءِ )سٚاٖ اٌذاس لطٕٝ( ْٚ َٓ ألَِ ِِ َّٓ الَِّّ  عُُٛ٘ َّٚ  رضََ

Artinya:“Dari Ibn „Umar bahwa Rasulullah saw., bersabda: 

Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali 

dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan 

kecuali dari walinya. (HR. al-Da<r al-Qut{ny)”.
83

 

 

Dalil disyari'atkannya kafa'ah dalam pernikahan adalah 

hadis:  

)سٚاٖ اثٓ ِبعٗ( ُْ ِٙ ا إ١ٌَِْ ْٛ ْٔىِحُ ا َٚ ا الِوَْفبَءَ,  ْٛ ْٔىِحُ ا َٚ  , ُْ ا ٌِٕطُفَىُِ ْٚ  رخ١َََّشُ

Artinya:"Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah 

orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) 

dengan orang-orang yang sepadan."84 
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 ُْ ٌْعَشَةُ ثعَْضُُٙ َُ )ا عٍََّ َٚ يُ الله صٍََّٝ ع١ٍََُْٗ  ْٛ شَ لبَيَ: لبَيَ سَعُ َّ ِٓ عُ ْٓ اثْ عَ

اُٖ اٌْ  َٚ ب( سَ  ِ ب ْٚ حَغَّ ب أَ , أوَْفبَءُ ثعَْضٍ, إلَِّّ حَبئىِ  َُّ ُْ ٠غَُ ٌَ ٍٚ ِٖ سَا فِٟ إعِْٕبَدِ َٚ  , ُُ حَبوِ

. ٍُ ْٛ حَبرِ ُ ْٕىَشَُٖ أثَ اعْزَ َٚ 

Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw., 

bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu 

sama lain dan kaum Mawali (bekas hamba yang telah 

dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, 

kecuali tukan tenun dan tukang bekam.” Riwayat 

Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena 

ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. 

Hadis munkar menurut Abu Hatim.”85 

 

Meskipun kafa‟ah masih dalam ruang lingkup keutamaan 

dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan 

keabsahan nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan 

Imam Ahmad tetap mengakui kafa‟ah dengan dasar dan 

ketentuan masing-masing. 

3. Tujuan Kafa‟ah 

Kafa‟ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon 

suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya 

perkawinan. Kafa‟ah hanyalah hak bagi wanita atau walinya. 

Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, 

serasi/sesuaiakan menimbulkan problema berkelanjutan, dan 

besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh 

karena itu, boleh dibatalkan.
86

 Beberapa tujuan kafa‟ah dalam 

pernikahan antara lain: 

a. Kafa‟ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat 

mendorong  terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih 

menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau 

kegoncangan rumah tangga.
87
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b. Kafa‟ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan 

yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah 

memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. 

Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung 

jawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalah 

gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap 

perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal 

tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam 

telah memberikan hak kafa‟ah terhadap perempuan. Hal ini 

dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha seselektif 

mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling 

minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang 

benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung 

jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.  

c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam 

rumah tangga dan  perempuan sebagai makmumnya. 

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut 

kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan 

terhadap suaminya. Hal ini hanya akan  berjalan normal dan 

wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, 

atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak 

kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski 

(secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi 

dari suaminya. Naik atau turunnya derajat seorang istri, 

sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang 

perempuan biasaakan terangkat derajatnya ketika dinikahi 

oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang 

tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang 

lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit 

kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan 

seorang istri.
88
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4. Pendapat Ulama Tentang Kafa‟ah dalam Perkawinan 

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan diyanah (agama) 

sebagai kriteria kafa‟ah. Konsensus itu didasarkan pada surat al-

Sajadah ayat 18: 

                 

Artinya:”Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-

orang yang fasik? mereka tidak sama.” (QS.al-

Sajadah ayat 18)
89

 

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan 

seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi 

dalam ketentuan lain para ulama‟ berbeda persepsi dalam 

menentukan kriteria yang digunakan dalam kafa‟ah. Berikut 

pendapat dari para imam mazhab: 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa dasar 

kafa‟ah adalah: 

1) Nasab 

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah 

kufu‟ antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya 

dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena 

itu orang yang bukan Arab tidak sekufu‟ dengan 

perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan 

Quraisy, tidak sekufu‟ dengan/ bagi perempuan Quraisy 

lainnya. 

2) Islam 

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama 

Islam. Dengan Islam maka orang kufu‟ dengan yang lain. 

Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di 

kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini 

merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka 

merasa tidak akan berharga dengan Islam.  
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Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak 

dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat 

menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan 

muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak 

kufu‟ dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya 

tidak beragama Islam.
90

 

3) Hirfah;  

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan 

segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan 

sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang 

lainnya.
91

 Seorang perempuan dan keluarga yang 

pekerjaannya terhormat, tidak kufu‟ dengan laki-laki 

yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu 

hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang 

lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk 

mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat 

diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab ada 

kalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap 

terhormat pada tempat yang lain. 

4) Huriyyah (Kemerdekaan dirinya) 

Budak laki-laki tidak kufu‟ dengan perempuan 

merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu‟ 

dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki 

yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak 

kufu‟ dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada 

yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin  

dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila 

dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya 

pernah menjadi budak.
92

 

 

                                                             
90 Al-Gamrawi, al-Sira>d al-Wahhaj,  (Libanon: Da>r al-Ma‟rifah, t.t.), h. 

359 
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5) Diyanah;  

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. 

Karena keagaman merupakan suatu unsur yang harus 

dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, 

nasab dan semua segi kehidupan lainnya.
93

 Abu Yusuf 

berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah 

dianggap kufu‟ dengan perempuan yang ayah dan 

neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup 

hanya dikenal ayahnya saja. 

6) Kekayaan 

Ulama Syafi‟iyah berkata bahwa kemampuan laki-laki 

fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah 

ukuran laki-laki kaya.  Sebagian ulama lain berpendapat 

bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu‟ karena 

kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam dan bagi 

perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan 

kekayaan.
94

 

b. Menurut Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa dasar 

kafa‟ah adalah: 

1) Diyanah  

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama 

Islam dan tidak fasik.
95

 

2) Terbebas dari cacat fisik 

Salah satu syarat kufu‟ ialah selamat dari cacat. Bagi 

laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, 

ia tidak kufu‟ dengan perempuan yang sehatdan normal. 

Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua 

bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi 

                                                             
93 Muhammad Yusuf  Musa, Ahka>m al-Ahwa>l al-Syakhsiyyah fi> al-Isla, 
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penyakit gila, buta, kusta atau lepra.
96

 Di antara 

kecacatan-kecacatan nikah adalah:  

a) Rataq (Lubang kemaluan tertutup daging) 

b) Qaran (Lubang kemaluan tertutup tulang) 

c) Jabb (Kemaluan putus) 

d) Unnah (Impoten / kemaluan tidak bisa tegang) 

e) Bakhar (Mulut berbau busuk) 

f) Sunan (Keringat berbau busuk).
97

 

 

c. Menurut ulama Syafi‟iyah, menyatakan bahwa dasar kafa‟ah 

adalah: 

1) Nasab  

Tidaklah dinamakan sekufu bila pernikahan orang 

bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya. 

2) Diyanah 

Tidaklah sekufu apabila orang Islam menikah dengan 

orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat 

dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan 

kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat 

dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan 

laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk, dan 

sebagainya). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-

laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-

laki pezina.
98

 

3) Kemerdekaan dirinya  

Tidaklah sekufu bagi mereka yang merdeka menikah 

dengan budak.  
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4) Hirfah.  

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti 

tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya 

tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan 

ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang 

listrik dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan 

anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat 

dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.
99

 

Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam 

kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat 

dengan perempuan yang kaya. Menurut Imamal-Syafi‟i 

pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak 

perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi 

perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun 

kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian 

menurut Imam al-Syafi‟i. 

 

d. Menurut Ulama Hanabilah menyatakan bahwa yang menjadi 

dasar kafa‟ah adalah: 

1) Diyanah (agama) 

2) Hirfah (profesi) 

3) Kekayaan 

4) Kemerdekaan diri, dan 

5) Nasab
100

 

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan 

mazhab Syafi‟i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang 

kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak 

sederajat dengan perempuan yang kaya.  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah 

kafa‟ah dalam perkawinan terdapat perbedaaan pendapat 
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dikalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. 

Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda 

mengenai masalah ini. Masalah ketentuan kafa‟ah yang dapat 

kita temui dari penjelasan kriteria kafa‟ah di atas dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Segi Agama.  

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur 

kafa‟ah yang paling esensial.
101

 Penempatan agama sebagai 

unsur kafa‟ah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. 

Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan 

mengamalkan apa yang diwajibkan agama.  Adaikan ada 

seorang wanita solehah dari keluargayang kuat agamanya 

menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut 

mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan 

menuntut faskh, karena agama merupakan suatu unsur yang 

harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, 

nasab dan semua segi kehidupan lainnya.
102

 Dasar penetapan 

segi agama ini adalah:  

                   

Artinya:”Maka apakah orang-orang beriman itu sama 

dengan orang-orang yang  fasik? mereka tidak 

sama.” (QS. al-Sajadah ayat 18)
103

 

 ِٗ َّٟ صٍََّٝ الله ع١ٍََْ ِٓ إٌَّجِ ُْٕٗ عَ َٟ الله رعََبٌٝ عَ ْٓ أثَِٝ ٘ش٠َُْشَحَ سَضِ عَ َٚ 

ٌذ٠ِِِْٕٙبَ,  َٚ بٌِٙبَ,  َّ ٌغَِ َٚ ٌحَِغَجِٙبَ,  َٚ بٌِٙبَ,  َّ شْأحَُ لِِسَْثعٍَ: ٌِ َّ ٌْ ْٕىَحُ ا َُ لبَي: )رُ عٍََّ َٚ
جْعَخِ  عَ ثم١ََِّخِ اٌغَّ َِ  ِٗ زَّفكٌَ ع١ٍََْ ُِ ِٓ رشَِثذَْ ٠َذَانَ(  ٠ْ .فبَظْفشَْ ثزَِادِ اٌذِّ

ٔٓٗ
 

Artinya:”Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda 

“Perempuan dikawini karena empat hal, karena 

                                                             
101 Iffatin Nur, Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa‟ah) dalam 

al-Qur‟an dan Hadis, h. 420 
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104 al-Ha>fiz Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Mara>m, (Mekah: Da>r al-

Ulu>m, 1478H), h. 201. 
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hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), 

karena kecantikannya, dan karena agamaannya. 

Pilihlah perempuan karena agamannya, maka  

kamu akan mendapat keberuntungan.” (Muttafaq 

„alaih bersama Imam tujuh)  

 

b. Segi Nasab  

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan 

seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan 

latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, 

kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dalam unsur nasab 

ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, 

kedua golongan Arab.  Adapun golongan arab terbagi 

menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.
105

 

Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria kafa‟ah, 

maka orang Ajam dianggap tidak sekufu dengan orang Arab 

baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang 

Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak 

kufu‟ dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. 

Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan 

Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu dengan 

seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang 

lainnya.
106

 

c. Segi Kemerdekaan.  

Kriteria tentang kemerdakaan ini sangat erat kaitannya 

dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan 

kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di 

bawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas 

dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai 

kriteria kafa‟ah adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak 

kufu‟ dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga 

seorang budak laki-laki tidak kufu‟ dengan perempuan yang 
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merdeka sejak lahir.
107

 Kemerdekaan juga dihubungkan 

dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang 

hanya ayahnya yang merdeka, tidak kufu‟ dengan orang 

yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang 

lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat 

dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi 

budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan 

laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika 

dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya 

pernah menjadi budak.
108

 

d. Segi Pekerjaan.  

Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari 

kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan 

terhormat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang 

rendah penghasilannya. Sementara itu Al-Ramli berpendapat 

bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat 

dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat.
109

 

Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, 

adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi 

berdomisili. Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu 

tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita 

dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat 

menghalangi terjadinya kufu‟. 

e. Segi Kekayaan. 

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang 

untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat 

stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada 

yang miskin.Walaupun kualitas seseorang terletak pada 

dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia 

merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh 

karena itu, sebagian fuqaha memandang perlu memasukkan 
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unsur kekayaan sebagai faktor kafa‟ah dalam perkawinan. 

Tetapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu 

memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan 

nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus 

membayar mahar, maka ia dianggap termasuk ke dalam 

kelompok yang mempunyai kafa‟ah. Abu Yusuf beralasan 

bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih 

penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. 

Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara 

keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak 

ataupun kakek.
110

 Secara umum dasar penetapan segi 

kekayaan ini adalah beberapa hadis berikut ini: 

اٌ َٚ بيُ  َّ ٜ")سٚاٖ لبي إٌجٟ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ "اٌحَغَتُ اٌ َٛ َُ اٌزَّمْ ىَشَ

 عّشٖ(

Artinya:“Nabi saw., bersabda: Kedudukan adalah dengan 

harta sedangkan kedermawanan adalah 

ketaqwaan”. (HR. Samurah)
111

 

١َٔب  ِٖ اٌذُّ ُْ فِٟ ٘زَِ َّْ أحَْغَبةَ إٌَّبطِ ث١ََُْٕٙ لبي إٌجٟ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚعٍُ "اِ

بيُ" )سٚاٖ  َّ ٌْ  اثٓ حجبْ(٘زََا ا

Artinya:"Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya manusia yang 

dipandang terhormat diantara mereka di dunia ini 

adalah yang memiliki harta.” (HR. Ibn Hibban).
112 

f. Segi Bebas dari Cacat. 

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat 

memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. 

Karena orang cacat dianggap tidak se-kufu dengan orang 

yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah 

                                                             
110 Muhammad Abu Zahrah,  Aq{d al-Zawa>j wa A>saruh,  h. 188 
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meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang 

meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.
113

 

Sebagai kriteria kafa‟ah, segi ini hanya diakui oleh ulama 

Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi‟i ada juga 

yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi 

maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak 

menghalani kufu‟nya seseorang.
114

 

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kufu‟ 

seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan 

perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai 

kriteria kafa‟ah hanya diakui manakala pihak wanita tidak 

menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau 

pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang 

tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan 

tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.115
 

Di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan 

oleh Fuqaha.  Kriteria tersebut merupakan syarat  yang ideal 

sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

berumah tangga.  Namun keadaan manusia itu tidak selalu 

sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, sehingga 

jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri 

yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila 

faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, 

maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab 

perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama 

mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar 

daripada yang seagama.
116

 

Sebagaimana pendapat M. Quraisy Syihab di dalam 

bukunya, Wawasan al-Qur‟an, bahwa perbedaan tingkat 

pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali 
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memicu konflik yng mengarah pada kegagalan.
117

 

Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib 

ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No. I Tahun 

1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan:  

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.  

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama 

jugamerupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan 

titik temu dari pendapat tentang kriteria kafa‟ah oleh semua 

Mazhab. Penentuan kafa‟ah dari segi agama juga bisa 

dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan 

pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah 

untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga 

kehormatan diri dan pandangan mata dan  untuk 

mendapatkan keturunan.   

Di samping itu, pernikahan menurut islam juga bertujuan 

memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta 

membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat 

yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU 

No. 1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 

sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni:  

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

priadengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
118

 

 

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan 

tersebut, kafa‟ah dalam pernikahan dapat mendukung 

tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya 

konsep kafa‟ah dalam pernikahan bertujuan untuk 
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menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan 

rumah tangga. 

Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama 

antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga 

tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya 

tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh 

faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi 

pendukung dalam menentukan pasangan. Dan faktor agama 

serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.
119

 

 

B. Pendapat Ulama Mengenai Usia Perkawinan  

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah saw., bertujuan 

untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan 

sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya 

empat garis dari penataan itu;  

1. Rub‟ al-ibâdât, yang menata hubungan manusia selaku 

makhluk dengan khaliknya;  

2. Rub‟ al-muâmalât, yang menata manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat 

hidupnya sehari-hari;  

3. Rub‟ al-munâkahât, yaitu yang menata hubungan manusia 

dengan keluarga dan;  

4. Rub‟ al-jinâyât, yang menata pengamannya dengan sesuatu 

tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.
120

  

Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan 

menginginkan berkeluarga, akan memperhatikan dengan penuh 

kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap 

                                                             
119 M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, Di Ambang Pernikahan, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2002), h. 78-82 
120 Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum 

Keluarga, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 

1982), h. 1 
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berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam,
121

 

untuk me ngatur hubungan suami istri dan anggota keluarga,
122

 

saling rida-meridai,
123

 merupakan bagian dari kemuliaan 

keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam meng 

hadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan 

bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan 

kewarisan.
124

 Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis 

berbalutkan sakinah, mawaddah wa rahmah, 
125

 lahirnya generasi 

penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar 

perkawinan menjadi mitsâqan ghalîdhan. Salah satunya yaitu 

menentukan batas minimal usia perkawinan.
126

 

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam al-Qur‟an terdapat 23 

ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia 

nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan 

kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam al-

Qur‟an, yaitu surat al-Nûr [24]: 32: 

                                                             
121 M. Ansyhari, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h.1 
122 Abdul Wahhâb Khallâf, Ilm Ushûl Fiqh, (Dâr Kutub alIslami, ttp.), h. 32 

Lihat juga Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata 

Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010), h. 56 
123 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 1. 

Lihat Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: 

Grafindo Persada, 2004), h. 79. 
124 Ali Yusuf al-Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, 

(Jakarta: AMZAH, 2010), h. 24. Lihat Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 77. Lihat juga Abu Muhammad bin Abdul 

Maqsud, Fatwa Pernikahan Sosuli Problematika Pernikahan Hingga Rumah Tangga, 

(Jakarta: Publishing Embun, 2007), h. 25. Lihat Sohari Syahrani, Fikih Munakahat 
Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 15. Lihat 

juga Syaikh Mutawalli al-Sya‟rawi, Fikih Perempuan Muslimah, (Jakarta: AMZAH, 

2009), h. 1. Lihat M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 

(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 189. 
125 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 85. 
126 Henry Cloud, Boundaries In Marriage, diterjemahkan oleh Connie Item 

Corputty Batas-Batas dalam Perkawinan, (Batam: Interaksara, 2002), h.11. Lihat juga 
Syaik Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai 

Syari‟ah, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), h. 9 
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Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian127  di 

antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) 

dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, 

dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. (Q.S. al-Nûr [24]: 32). 

 

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah 

sebuh perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian 

dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.
128

 Al-

Marâghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, 

kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu 

untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti 

berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab 

menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang 

mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, 

bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan 

memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan 

mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon 

perempuan.
129

 Firman Allah Swt., Surat al-Nûr [24]: 59: 

                                                             
127 Maksudnya adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- 

wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Q.s. al-Nûr: 32 
128 al-Imâm Abî Fadâ‟ al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, 

(Bayrut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imâm al-Muhaqqiqîn 

wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa‟id Abdillah bin Umar bin 

Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, Tafsîr al-Baydhâwy, (Beirut: Dâr al-Kutub al-

„Ilmiyyah, 2013), h. 123 
129 Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: 

Pustaka al-Fikris, 2009), h. 22 
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Artinya:”Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, 

Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-

orang yang sebelum mereka meminta izin.130 

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 

al-Nûr [24]: 59). 

                                

                               

                           

                       

Artinya:“Dan ujilah131 anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu 

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan 

janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari 

batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang 

siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka 

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 

yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka 

bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi 

(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah 

                                                             
130 Maksudnya adalah anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan 

mahram, yang telah baligh haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk 

menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin. 
131 Yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, 

usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat 

dipercayai. Q.s. al-Nisâ‟ [4]: 6 
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Allah sebagai Pengawas (atas persaksian)” (Q.s. al-

Nisâ‟ [4]: 6) 

 

Dalam Tafsîr Ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak 

dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana 

telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia 

junub (keluar mani)
132

 maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri 

wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan 

bâligh.
133

 Dijelaskan dalam Tafsîr al-Misbâh, makna kata dasar 

rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata 

rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang 

menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. 

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, 

dewasa “rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik 

cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang 

disebut bâligh al-nikâh ialah jika umur telah siap menikah. Ini 

artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum 

dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. 

Menurut Rasyid Ridha, kalimat “balîgh al-nikâh” menunjukkan 

bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, 

pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan 

memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. 

Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan 

mu‟amalah serta diterapkannya hudûd. Karena itu rushdan adalah 

kepantasan sesorang dalam ber-tasarruf serta mendatangkan 

kebaikan.
134

 Pandai dalam men-tasyarruf-kan dan menggunakan 

                                                             
132 Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mu‟minun: 13, Al-Hajj: 5, al-

Sajadah:8 al-Qiyamah: 37. Mani atau nutfah terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, 

jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan 
yang dilambangkan dengan huruf X. nutfah perempuan yang disebut dengan ovum 

hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Ubes Nur 

Islam, Mendidik Anak dalam Kandungan, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38 
133 Muhammad Alî al-Shâbûny, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur‟ân, (Beirut: 

Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), h. 153 
134 Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan,…. h. 22 
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harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam 

agama.
135

  

Dalam Thabaqat al-Syâfi‟iyyah, larangan mempergunakan 

harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, 

walaupun bodoh dalam agama.
136

 Dijelaskan pula dalam Tafsîr al-

Munîr, kalimat fain anastum minhum rusydan yang artinya jika 

menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa‟ [4]: 6), yakni 

telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak 

lemah dari tipu daya orang lain.
137

 Berdasarkan penafsiran ayat di 

atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui 

mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-

kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah 

mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau 

disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) 

telah nyata.
138

 Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh „Alâ Madzâhib al-

Arba‟ah, batas bâligh seorang anak biasanya ditandai dengan 

tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi 

laki-laki dan haidh
139

 bagi perempuan. 

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, 

berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan 

yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk 

menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (bulugh al-

                                                             
135 LTN PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan 

Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9. 
136 Abu Bakar Ibnu Umar, Thabaqat al-Syâfi‟iyyah al-Kubrâ, Jilid Ke-8, 

(Beirut: Alam al-Kutub, t.t.), h. 47. 
137 Muhammad Nawawi al-Jâwi, al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid), Jilid Ke-

1, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), h. 140. 
138 Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, 

(Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 63. 
139 Haidh adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah 

berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat 

wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, Risalah Haidh, (Surabaya: 

alMiftah, 1992), h. 11. Lihat juga Muhammad Nurruddin Banjar al-Makky, Fikih 
Darah Perempuan, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 13. Lihat juga Syaikh Ibrahim al-

Baijuri, al-Baijûry, (Bairut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 2003), h. 143. Muhammad Ali 

Albar, Penciptaan Manusia, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 1. Lihat juga 

Muhammad bin Abd al-Qadir, Haidh, (Kediri: al-Fajr, 2002), h. 13. Masde al-
Diwanta, Panduan Smart Menjelang Pernikahan, (Banjar Negara: Aulia, 2010), h. 

105. 
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nikah),dengan kata rusyd. Kata bulugh al-nikah dalam ayat 

tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini 

dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. Pertama, 

ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan 

pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku 

seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus 

tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.
140

 

Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum 

baliqh dipraktekkan oleh Rasulullah saw., dengan menikahi 

Aisyah ra., ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia 

sembilan tahun.  

Baik ayat maupun hadis tersebut, memberi peluang 

melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebutkan para fuqaha 

berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. 

Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang 

atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di 

penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia 

anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang 

masih kental. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama 

klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun 

(belum baligh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang 

diriwayatkan oleh muslim:  

ْٕذُ عِذِّ  َٟ ثِ ِ٘ َٚ  َُ عٍََّ َٚ  ِٗ للهِ صٍََّٝ اللهُ ع١ٍََْ لّ  ْٛ عََٙب سَعُ َّٚ ْٓ عَبئشَِخَ لٍََذْ: رضََ عَ

ْٕذُ رغِْعِ ... ثََٕٝ ثِٙبَ ثِ َٚ 

Artinya:“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia 

enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan 

tahun...”.
141

  

 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah 

menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah 

                                                             
140 Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi 

Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-

Negara Muslim”, (Mimbar HukumVII, No. 26, 1996), h. 70. 
141 Muslim, Shahîh Muslim, (Jakarta: Dâr Ihya‟ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 

h. 595. 
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dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama 

klasik, hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut 

mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena 

secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. 

Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak 

perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadis ini dipahami 

secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita dan bukan 

doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena 

boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah saw., 

memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan dibawahnya 

sudah tergolong dewasa.
142

 Sebagai khabar atau isyarat, maka 

hadist tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan 

pada usis 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah 

saw. Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial 

budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia 

perkawinan oleh para ulama Mazhab dikembalikan pada tiga 

landasan sebagai berikut: 

1. Usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas 

ba>ligh (kedewasaan). Hukum Islam menentukan tingkat 

kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang 

disyaratkan dengan keluar darah haid bagi wanita atau mimpi 

bersenggama bagi anak laki-laki.
143

 Dan apabila tanda-tanda 

tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para 

ulama menentukan batas kedewasaan dengan batas usia.
144

 

Dalam hal ini para ulama mengemukakan dengan berbagai 

pendapat, yaitu:  

                                                             
142 Sabri Samin, Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai 

Ruang Privat dan Ruang Publik, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN 

Manado, 13 April 2019), h. 12. 
143 Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum 

Islam di Indonesia (Serang: Sandara, 1995), 96. 
144 Muh. Jawad Mugniyah, Al-Ahwal al-Syakhsiyah, (Beirut Dar al-ilmu 

Limalayyin,1964),16 
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a. Ulama Syafi‟iyah dan Hambaliyah menetukan batas masa 

dewasa itu pada saat usia 15 tahun baik bagi laki-laki 

maupun wanita.
145

 

b. Walau ulama-ulama tersebut dapat menerima kedewasaan 

sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya haid 

bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Hal ini 

didasarkan pada hadis Nabi tentang jihad. Adanya 

kewajiban bagi seseorang untuk berjihad setelah 

sempurna uisa 15 tahun, bagi mereka yang belum 

menemukan tanda-tanda kedewasaan, karena hal tersebut 

membedakan antara anak-anak dan seorang ikut berjihad 

(Perang)
146

 

c. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu 

datangnya mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi 

wanita, sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan 

laki-laki dan wanita sama yaitu 18 tahun.
147

  

d. Yusuf Musa, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-

shidieqy menetapkan bahwa dewasa itu setelah seseorang 

telah mencapai usia 21 tahun. Karena para pemuda yang 

berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar 

dan kurang mempunyai pengalaman hidup.
148

 

Perbedaan diatas menunjukkan adanya berbagai faktor 

ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai 

usia kedewasaan, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, 

dan lingkungan. Oleh karena itu kedewasaan antara suatu 

daerah dengan daerah yang lain, antara suatu masa dengan 

masa yang lain atau bahkan antara orang dengan orang yang 

lain tidaklah selalu sama.  

                                                             
145 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri>‟ al-Jinay al-Islamy, (Kairo: Dar al-

Urubah,1964),603 
146 Ibid. 
147 Ibid.  
148 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1975),241 
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2. Usia perkawinan dihubungkan dengan kata Rusyd dan 

kemampuan seseorang. Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam surah An-Nisa‟ ayat 6: 

                            

                               

                        

                           

Artinya:“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup 

umur untuk kawin. kemudian jika menurut 

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada 

mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu 

Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. 

barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, 

Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan 

harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, 

Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang 

patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta 

kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan 

saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 

dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 

persaksian itu).” 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penyerahan harta 

pada anak yatim apabila telah cukup umur untuk 

melaksanakan pernikahan, yaitu apabila telah dewasa dan 

telah memiliki sifat rusyd.
149

 Ketika menafsirkan ayat ini, 

mujtahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. 

                                                             
149 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, (Mesir: Al-Manar,1325H), 

IV,387 
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Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud balig adalah 

mimpi basah.
150

 Sementara itu Hamka mengatakan baligh an-

nikah itu diartikan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah 

tergantung pada usia, tetapi tergantung pada kecerdasan atau 

kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum 

dewasa tetapi ia telah cerdik. Dan ada pula seseorang yang 

usianya sudah agak lanjut tapi belum matang pikirannya.
151

 

Namun demikian tandatanda balig pada umumnya terdapat 

lima perkara, tiga dari perkara tersebut terdapat pada laki-laki 

yaitu datangnya mimpi basah, ditentukan usia khusus dan 

tumbuh bulu rambut pada daerah tertentu. Sedangkan dua 

lainnya hanya dialami oleh perempuan saja yaitu datangnya 

haid dan terjadinya kehamilan.
152

 

Adapun usia pernikahan yang tertera dalam hadis Nabi saw.: 

 ُ َّٗ طْ فَبِٔ َّٚ ١ٍْزَضََ ُُ اٌجبَءَحَ فَ ْٕىُ ِِ ِٓ اعْزطََبعَ  َِ جبَةِ  عْشَشَ اٌشَّ َِ ٍْجصََشِ  ٠بَ  اغََضُّ ٌِ

ِٚعَبءٌ   ٌَُٗ ُ َّٗ َِ فبَِٔ ْٛ ِٗ ثِبٌصَّ ُْ ٠غَْزطَِعْ فع١ٍَََْ ٌَ ْٓ َِ َٚ ُٓ ٌٍِفشَْطِ  أحَْصَ َٚ
  )ِزفك ع١ٍٗ(

Artinya:“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian 

mampu menyipakan bekal, nikahlah, karena 

sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan 

dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu 

maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat 

menjadi benteng.” (Muttafaq „Alaih)153 

 

Dalam hadis tersebut terdapat kata “shaba>b dan al-

ba>‟ah” yang mempunyai arti relatif dan global, maka dalam 

menafsirkan kata shabab, para ulama berbeda pendapat antara 

lain:  

                                                             
150 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri‟ al-Jinay al-Islamy,(Kairo: Dar al-

Urubah,1964),603 
151 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Bulan Bintang,1983)IV,30 
152 Al-Razi, Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar Al-Fikr,1995),V,1996 
153 Al-Shan‟iny, Subul al- Salam, Juz 3, (Kairo: Da>r Ihya‟ al-Turat{ al-

Araby, 1379 H/ 1980 M), h. 109. 
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a. Menurut Syafi‟iyah yang disebut al-shaba>b adalah 

pemuda yang sudah balig sampai pada umur 30 tahun, 

begitu pula an-Nawawi.  

b. Al-Qurtuby menyatakan bahwa al-shaba>b pemuda yang 

berusia 17 tahun sampai 32 tahun, kemuduan setelah itu 

disebut “Al-Kahl” (orang yang sudah tua)  

c. Zamakhsary menyatakan bahwa pemuda yaitu orang yang 

sudah balig hingga berusia 32 tahun.
154

 

3. Usia pernikahan dihubungkan dengan hadis Nabi yang 

mengungkapkan pernikahannya dengan Aisyah. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa usia perkawinan itu adalah usia 

yang sudah sah melaksanakan perkawinan yaitu 6 tahun bagi 

wanita. Dasar yang digunakan mereka adalah hadis Nabi saw., 

yang mengatakan bahwa Aisyah ra., dipinang oleh Nabi 

ketika berusia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi usia 9 tahun. 

Sebagaimana hadis: 

ُّٟ صٍََّٝ  عَِٕٟ إٌَّجِ َّٚ َٟ اللهُ عََْٕٙب لٍََذْ: رضََ ْٓ عَبئِشَخَ سَضِ ِٗ عَ ْٓ أث١َِ ٍَ عَ ِ٘شَب  ْٓ عَ

 ٌَْٕ ذ٠َِْٕخَ فَٕضََ َّ ٕبَ اٌ ِْ َٓ فَمذَِ ْٕذُ عِذِّ ع١ِِْٕ أََٔب ثِ َٚ  َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ِٓ اللهُ ع١ٍََْ ْٟ ثَِٕٟ اٌحَبسِسِ ثْ ب فِ

إِِّٟٔ ٌَفِٟ  َٚ  َْ ب َِ َُّ سُ ِِّٟ أُ خ  فَأرََزِْٕٟ أُ َّ ١ْ َّ فَٝ عُ َٛ قَ شَعَشِٞ فَ شَّ َّ عِىْـذُ فَزَ ُٛ خَضْسَطٍ فَ

ب رش٠ُِْذُ ثِٟ  َِ ْٟ فَأر١ََْز َٙب لَّ أدَْسِٞ  احِتُ ٌِٟ فَصَشَخَذْ ثِ َٛ عِٟ صَ َِ َٚ أسُْعُٛحَخٍ 

َٓ ثعَْضُ فَأخََزَدْ ث١ِذَِٞ حَزَّٝ أَ  ِٙظُ حَزَّٝ عَىَ ْٔ إِِّٟٔ لَُّ َٚ لَفزَِْٕٟ عٍََٝ ثَبةِ اٌذَّاس  ْٚ
ٍْزَِٕٟ اٌذَّاسَ  َُّ أدَْخَ سَأْعِٟ صُ َٚ  ِٟٙ عْ َٚ  ِٗ غَحَذْ ثِ َّ بءٍ فَ َِ  ْٓ ِِ ء   ْٟ َُّ أخََزَدْ شَ َٔفْغِٟ صُ

اٌجشََوَخِ  َٚ َٓ عٍََٝ اٌخ١َْشِ  ٍْ ْٕصَبسِ فِبٌج١َْذِ فَمُ ْٓ اٌ ِِ حٌ  َٛ عٍََٝ خ١َْشِ طَبئشٍِ  فَئرَِا ِٔغْ َٚ
يُ اللهُ ع١ٍٗ ٚعٍُّ  ْٛ عُ ُْ ٠شَُعِْٕٟ إلِّّ س  ْٓ شَأِْٟٔ فٍََ ِِ  َٓ َّٓ فأَصٍََْحْ ِٙ زِْٕٟ إ١ٌَِْ َّ فَأعٍََْ

 َٓ ْٕذُ رِغْعِ ع١ِِْٕ ئزٍِ ثِ َِ ْٛ أََٔب ٠َ َٚ  ِٗ زِْٕٟ إ١ٌَِْ َّ ٝ فَأعٍََْ  ضُح 

Artinya:”Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah ra., berkata: 

“Nabi saw., menikahiku ketika aku masih berusia 

enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami 

tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. 

Kemudian aku terserang penyakit demam panas 

yang membuat rambutku banyak yang rontok. 

Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku 

sedang bermain-main dengan beberapa orang 

temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi 

panggilannya, sementara aku belum tahu apa 

                                                             
154 Asy-Syaukani, Nail al-Autar, Kitab an-Nikah (ttp: Dar al-Fikr,1973)VI,228 
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maksudnya memanggilku. Dia menggandeng 

tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. 

Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. 

Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil 

sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku 

dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku 

masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam 

rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita 

Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: 

„Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan 

keberuntungan besar.‟ Lalu ibuku menyerahkanku 

kepada mereka. Mereka lantas merapihkan dan 

mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku 

kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku 

langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan 

aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” 

 

Sebagian ulama seperti ibnu Shurbrumah dan ibnu 

Hazm berpendapat bahwa pernyataan usia yang terdapat 

dalam hadis tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai 

pernyataan batas usia terendah tentang kebolehan 

melangsungkan pernikahan, karena pernikahan Nabi saw., 

dengan Aisyah yang belum dewasa merupakan khususiyat 

bagi Nabi saw., sebagaimana diperbolehkannya beristri lebih 

dari empat orang.
155

 

 

C. Kafa’ah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 

Kafa‟ah diatur dalam Pasal 61 KHI dalam membicarakan 

pencegahan perkawinan dan diakui sebagai kriteriah kafa‟ah itu 

adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama‟ yaitu kualitas 

keberagaman. Pasal 61 berbunyi: “tidak sekufu tidak dapat 

dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu 

karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-di>n.
156

 

                                                             
155 Asy-Syaukani, Nail al-Autar, Kitab an-Nikah,...,252 
156 Team Media, Kompilas Hukum Islami..., h. 137 
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Tujuan disyari'atkannya kafa‟ah adalah untuk menghindari 

celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara 

sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi 

kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan 

sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak 

terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin 

keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian 

kafa‟ah hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadis Abu 

Hurairah yang dijadikan dasar tentang kafaah, yaitu: “Telah 

menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al 

Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah 

mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu 

Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 

"Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, 

keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah 

karena agamanya, niscaya kamu beruntung."
157

 

Secara tersurat, memang tidak dibahas secara detail tentang 

kafaah di kompilasi hukum Islam. Namun, setelah penulis 

menganalisanya lebih dalam, ternyata secara tersirat, ada beberapa 

pasal yang mengindikasikan adanya nilai kafa‟ah, di antaranya 

adalah kematagan usia. Berikut uraiannya: 

 Pasal 15:  

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 

umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 

19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 

tahun;  

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 

ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 

                                                             
157 Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis No. 2661, (Lidwah Pustaka: I-

Software-Kitab Sembilan Imam). 
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Pasal 16 

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;  

2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat 

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada 

penolakan yang tegas 

Pasal 17  

1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di 

hadapan dua saksi nikah;  

2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang 

calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat 

dilangsungkan; dan  

3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau 

tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau 

isyarat yang dapat dimengerti. 

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu 

secara alami harus sekufu, baik dari segi usia atau yang lainnya. 

Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang 

tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana 

kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi samanya. Ini artinya 

perkawinan tidak hanya sebatas wilayah pribadi, tetapi juga 

merambah ke wilayah kolektif keluarga.  

Usia perkawinan menunjukkan kematangan seseorang, 

sementara izin dari kedua belah pihak memperkuat bahwa kedua 

mempelai tersebut layak dan memadai untuk melangsungkan 

perkawinan.
158

 Dengan demikian Pada Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak secara terang-

terangan menyebutkan kafa‟ah namun nilai kehati-hatian para 

pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (kafa‟ah) amat 

diperlukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 

                                                             
158 Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 

15 Ayat 1”, Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, h. 5 
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